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ABSTRAK
KONSEP EKONOMI KERAKYATAN MUBYARTO
PERSPEKTIF ETIKA EKONOMI ISLAM
Innani Mar’atus Sholichah
NIM. 15913023

Sistem ckonomi kerakyatan bertujuan menginginkan keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan isi Pancasila.
Keadilan merupakan salah satu aksioma dalam etika ekonomi Islam,
sehingga mempunyai peluang untuk dilakukan dialog dalam rangka
elaborasi pengembangan keilmuan ekonomi di Indonesia. Mubyarto
adalah salah satu tokoh yang-mengusung ekonomi kerakyatan di
Indonesia dengan mengémbangkan, pemikiran bahwa ekonomi
Indonesia mempunyai sistem dan moral khas dan bisa dikenali. Sifat-
sifat sistem dan moral ekonomi Indonesia memang telah melandas
perilaku perorangan, kelompok|dalam masyarakat, pengusaha, dai
negara.

Tujuan penelitian inicuntuk menjawab permasalahan terkait
konstruksi konsep ekonomi kerakyatan yang ditawarkan Mubyarto
dalam perspektif “etika/ dan Kontribusi /terhadap pembangunan
keadilan ekonomi daemah~di Indenesia, Teori dasar etika ekonomi
Islam dan ekonomi keraKyatan mulai” dari pengertian, ciri, hingga
peran negara yang digunakan,

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa sistem ekonomi yang
digagas oleh Mubyarto mengutamakan pembangunan aktivitas
ekonomi yang berkeadilan dan moral yang baik, termasuk aktivitas
ekonomi oleh perorangan dan kelompok masyarakat luas. Gagasan
ekonomi kerakyatan mempunyai hubungan dengan ekonomi Islam
karena gagasan Mubyarto bersumber pada GBHN Indonesia, yaitu
Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang tertuang nilai-nilai
Islam. Kontribusi yang diberikan cukup memberi bukti bahwa
ekonomi Pancasila diperjuangkan hingga sekarang.

Kata Kunci: Ekonomi Kerakyatan, Etika Ekonomi Islam, Keadilan,
Mubyarto.
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ABSTRACT
CONCEPT OF PEOPLE’S ECONOMY OF MUBRYARTO
IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC ECONOMIC ETHICS
Innani Mar’atus Sholichah
NIM. 15913023

People’s economy system in its objective certainly wants the
existence of social justice for all Indonesia people in accordance with
the content of Pancasila. Justice is one of axioms in the ethics of
Islamic economy. Thus, it has a very large opportunity for the further
linkage or dialogue and discussion for the elaboration of the
development of economics in-Indongsia. Mubyarto is one of figures
carries the people’s economy_.in Indonesia. He developed a concept
that people’s economy has |certain/systein and moral that can be
identified. The characteristicsiof“thessystem and moral of Indonesia
economy has become the |base of a “variety of behaviours of
individual, group in society, entrepreneur, government and State.

This research is to answer‘a-problem-elated to the construction
of the people’s economy concept offered by Mubyarto in the ethical
perspective and its’ contribution- to ‘the” developmient of the local
economic justice in IndoneSia.] Using the/basic theory of Islamic
economy and people’s economy started from its definition,
characteristics to State role.

The result of this research showed that the economic system
offered by Mubyarto has a justice and prioritizes the human
development in the economic system. The concept of the people’s
economy has a correlation with the Islamic economy as the concept
of Mubyarto is stated in the Islamic values such as Tauhid or
Divinity that is always in the first and the value of economic justice
upheld in his concept. The contribution given sufficiently has proven
that Pancasila economy needs to be struggled up to today.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan
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BAB 1
PENDAHULUAN

Bab  pendahuluan ini mengungkapkan masalah terkait
keterkungkungan pengembangan keilmuan ekonomi Islam dalam
tiga aliran, yaitu; Baqr al-Sadr, mainstream dan kritis. Selain itu,
masalah terkait pengembangan keilmuan ekonomi Islam dengan
sistem ekonomi yang sedang digunakan di Indonesia. Penelitian ini
mengambil sistem ekonomi kerakyatan Mubyarto yang menjadi salah
satu sistem ekonomi alternatif di Indonesia akan dibahas dalam
bentuk latar belakang, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian,
manfaat penelitian dan gkan>'dibahas\alur penelitiannya melalui

sistematika pembahasan. 0 Z
« v

A. Latar Belakang Maéah
z

Islam yang sejwﬁ%‘wngahan telah memberikan

kontribusi dan sumbangsih pemikiran yang luar biasa terhadap

teori ekonmNNEnglfrem kuatan baru dan

sebuah spirit mode berdasar an prinsip — prinsip Islam.
Ekonomi Islam blsajg utama menuju peradaban

Islam kedua a sebagai lokomotif
peradaban d mn prmsnp prinsip keadilan dan
kebersamaan serta pemerataan.

Paradigma baru ini dapat lebih diterima oleh masyarakat
melalui berbagai pembuktian empirik yang diciptakan dari
tangan para akademisi, bankir dan para professional lainnya
yang senantiasa dikawal oleh para alim — ulama dan fuqaha yang
memahami berbagai masalah agama. Materi kajian dan

diskursus ekonomi Islam sampai pada pencarian format baru
dalam  sistem keuangan Islam, pembentukan berbagai

infrastruktur  perbankan Islam, metode perhitungan, dan
penarikan zakat yang tepat untuk seluruh kategori pembayar
zakat, model pembelanjaan secara Islam dan sebagainya.
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Perkembangan pemikiran ekonomi Islam selama ini sangat
menonjolkan tiga aliran pemikiran, yaitu aliran Baqr as-Sadr,
aliran mainstream dan aliran Kkritis. Ketiga aliran tersebut
menjadi corak pemikiran yang digunakan oleh seluruh
akademika dan para ekonom Islam di seluruh dunia hingga
sekarang. Hal tersebut membuat semacam keterkungkungan
dalam sejarah perkembangan pemikiran ekonomi Islam. Seolah-
olah perkembangan pemikiran ekonomi Islam tidak bisa keluar
dari ketiga corak pemikiran tersebut.

Setiap negara mempunyai sistem ekonominya sendiri-sendiri.
Sistem ekonomi merupakan segenap aturan main yang
digunakan dalam menjalankan kegiatan perekonomiannya.
Sistem perekonomian dj agnsmm\a mpat, yaitu; tradisional,
terpusat, liberal, pasar<[d ampuran. Sedangkan negara
Indonesia menggunakar Qs1&«gmmi pasar, yaitu sistem

ar mekanisme pasar.
1 |di Indonesia pada akhir
abad ke-19 dengan buk ng dapat menunjukkan
perkembangan awal ekoﬁﬁ n”adalah dengan berdirinya

bank MuamUN v R%—E konomi Islam
menjadi alte li ﬁ T% an ekonomi di
Indonesia, salah satu ki@LqﬂaMsns moneter.
Berdasarkan @ﬁﬁg konomi Islam di
Indonesia, pf:m1l1%r gr arusnya mampu

melakukan pengembangan pemikiran yang menghubungkan

perekonomian yang dija
Ekonomi Islam mulai&

antara sistem ekonomi yang sedang berjalan di Indonesia dengan
ekonomi alternatif, seperti ekonomi Islam. Tidak bisakah
ekonomi Islam dipertautkan dengan sistem ekonomi yang
sedang berjalan di Indonesia ini. Karena dari pertautan tersebut
bisa melahirkan sebuah solusi untuk permasalahan ekonomi di
Indonesia. Termasuk tidak bisakah dipertautkan dengan sistem
ekonomi kerakyatan yang pernah berjalan pada masa Orde Baru
tersebut.

Sistem ekonomi kerakyatan dalam tujuannya jelas
mengingkinkan adanya keadilan sosial bagi seluruh masyarakat
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Indonesia sesuai dengan isi Pancasila, sedangkan keadilan
merupakan salah satu aksioma dalam etika ekonomi Islam,
sehingga dengan begitu sangat besar peluang untuk
dilakukannya pertautan atau dialog dan diskusi lebih lanjut
dalam rangka elaborasi pengembangan keilmuan ekonomi di
Indonesia.

Sebagai sebuah sistem, ekonomi Islam di Indonesia
mempunyai pengaruh yang besar dalam pembentukan ekonomi
yang dibangun atas nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila.
Kontribusi ini berpengaruh besar dalam membentuk ekonomi
kerakyatan di Indonesia yang merupakan salah satu dari wacana
demokratisasi ekonomi yang tertuang dalam pasal 33 UUD
1945. Pasal yang wdimmm:ka/n oleh Moh. Hatta ini
mencantumkan tujuang @kh'a'ste% kemakmuran rakyat secara

maksimal. v 0

Perekonomian har J un be dasar demokrasi ekonomi,

dimana kemakmuran Zmas kat:; ebih diutamakan daripada

kemakmuran peroraryga.% M ada ah salah satu tokoh
yang mengusung ekonorii Kera yatan di Indonesia, selain Moh

Hatta, Sri N 3 h lainnya. Beliau
yang memg'? enalkan gagasan ononAancasnla pada tahun
1979. Mubyarto m emakmuran perseorangan
yang justru di r oduksi akan jatuh ke
tangan peroramm Jika benar terjadi maka
rakyat akan tertindas.

Mubyarto mendefinisikan ekonomi kerakyatan sebagai
sistem ekonomi (demokrasi) yang dioperasionalkan melalui
pemihakan dan perlindungan penuh pada sektor ekonomi rakyat
(kecil). Sejalan dengan ini pula Mubyarto mendasarkan ekonomi
kerakyatan pada sila ke-4 dari Pancasila dengan ciri-ciri antara
lain; dilakukan oleh rakyat tanpa modal besar, dikelola dengan
cara-cara swadaya, bersifat mandiri, tidak ada buruh, tidak ada
majikan dan tidak mengejar keuntungan.

Mubyarto mengembangkan pemikiran bahwa ekonomi
Indonesia mempunyai sistem dan moral tersendiri yang bisa
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dikenali. Sifat — sifat sistem dan moral ekonomi Indonesia
memang telah melandasi aneka perilaku perorangan, kelompok
dalam masyarakat, pengusaha, pemerintah dan Negara. Sistem
dan moral yang dimaksud bersumber dari Pancasila, yang dari
kelima silanya menggambarkan secara utuh semangat
kekeluargaan (gotong royong) dalam upaya mewujudkan suatu
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Mubyarto menambahkan bahwa ilmu ekonomi di mata Bung
Hatta termasuk ilmu moral dan kemanusiaan'. Dan moral yang
dimaksud bersumber pada ideologi bangsa Indonesia yaitu
Pancasila. Kelima sila dalam Pancasila menggambarkan secara
utuh semangat kekeluargaan (gotong royong) dalam upaya

mewujudkan suatu kea‘}) arslsasial hagi seluruh rakyat dan

masyarakat Indonesia’.

Terlihat bahwa M iEy emmpunyai konsep tentang
bagaimana menegakka ncnzp akan suatu masyarakat
kan dalam gagasannya

yaitu ekonomi pancasila,; ikiran tersebut sejalan
dengan etika ekonomi I%M@Ialah satu aksioma etika
yang berupa ke

Etika m}éﬁﬁn§ej TA%S memengaruhi
kehidupan manusia, I@S}_etAMberl manusia orientasi
bagaimana ia mi%@ﬁ%tﬂ rangkaian tindakan
sehari-hari. Itu 'fb a manusia untuk
mengambil sikap dan bertindak secara tepat dalam menjalani
hidup ini. Etika pada akhirnya membantu kita untuk mengambil
keputusan tentang tindakan apa yang perlu kita lakukan dan

yang perlu kita pahami bersama.
Berdasarkan latar belakang tersebut, perlu adanya penelitian

yang baik dan sejahterp

untuk menelaah lebih jauh terkait keserasian etika ekonomi
Islam yang terdapat dalam pemikiran ekonomi rakyat Mubyarto.

lMubyano. Ekonomi Rakyat dan Program IDT, (Yogyakarta: Aditya Media. 1996),
hlm. 12.

*Mubyarto, Ekonomi Pancasila: Lintasan Pemikiran Mubyarto. (Yogyakarta:
Aditya Media, 1997), him. 186.
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Kemudian ditelaah dengan keselarasan pemikiran etika ekonomi
Mubyarto dalam pembangunan kedilan ekonomi daerah di
Indonesia. Sehingga penelitian ini diberi judul “Konsep
Ekonomi Kerakyatan Mubyarto dalam perspektif Etika Ekonomi
Islam.”

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

1. Fokus Penelitian
Penelitian ini berfokus pada:
a. Pemikiran ekonomi kerakyatan Mubyarto dari perspektif
etika ekonomi Islam

2. Pertanyaan Peneliti4
a. Bagaimana
ditawarkan

Islam? /\Jiuﬂz)ﬂjﬂjj

b. Bagaimana kontribusi ekonomi kerakyatan Mubyarto

;::j‘(;?wWERlS1ﬂ+aAgnomi daerah di
| ISL AM
C. Tujuan dan NbePONESIA

1. Tujuan Penelitian
a. Menganalisis gagasan ekonomi kerakyatan Mubyarto
dan tinjauannya dalam perspektif etika ekonomi Islam
b. Menganalisis kontribusi ekonomi kerakyatan Mubyarto
terhadap pembangunan keadilan ekonomi daerah di
Indonesia
2. Manfaat Penelitian
a. Manfaat Teoritis
1) Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu
ekonomi Islam, khususnya pembangunan keadilan
ekonomi daerah di Indonesia
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2) Memberikan kontribusi bagi khazanah pembaharuan
ekonomi Islam pada masa sekarang

b. Manfaat Praktis

1) Bagi lembaga/institusi, sebagai sarana untuk
memperluas wawasan keilmuan dan meningkatkan
profesionalitasnya terkait etika dalam pembangunan
ekonomi, khususnya daerah di Indonesia

2) Bagi peneliti, diharapkan karya ini dapat menjadi
sarana belajar dalam menyusun karya ilmiah dan
melakukan kajian yang lebih mendalam terkait tokoh
maupun tema alam penelitian ini.

v

<

D. Sistematika Pembahasané
1]

>

Peneliti menggunakar@ok ah% n secara sistematis yang
terdiri dari lima bab dan;padati p-bab terdiri dari sub-sub
sebagai permcnannya Hal" endapatkan pembahasan

yang utuh, ru gaaslfxbgnnya Adapun
sistematika pe hasanny

Bab Pertama, bab 1'8@@Mgantar dari pembahasan
penelitian ini ya Hﬁgi elakang masalah yang
memuat alasan- mm Ang diteliti. Kedua,
fokus dan pertanyaan penelitian merupakan penegasan terhadap
apa yang terkandung dalam latar belakang masalah. Ketiga,
berisikan tujuan dan manfaat yang akan diharapkan tercapainya
dalam penelitian ini. Terakhir adalah mengenai sistematika
pembahasan sebagai upaya yang mensistematiskan penyusunan.

Bab Kedua, bab ini menjelaskan tentang pertama, kajian
penelitian terdahulu sebagai penelusuran terhadap literatur yang
telah ada sebelumnya dan kaitannya terhadap obyek penelitian.
Kedua, kerangka teoritik menyangkut pola fikir atau kerangka
berfikir yang digunakan dalam memecahkan masalah.
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Bab Ketiga, dalam bab ini menjelaskan terkait metode
penelitian yang berupa penjelasan langkah-langkah yang
ditempuh dalam mengumpulkan dan menganalisis data.

Bab Keempat, bab ini dijelaskan mengenai hasil penelitian
dan pembahasan, yang dalam hal ini penyusun membahas
mengenai Mubyarto yang meliputi biografi dan faktor yang
mempengaruhi pemikirannya, aktivitas keilmuannya dan konsep
mengenai ekonomi kerakyatan. Hal ini dimaksudkan untuk
memahami secara utuh pemikiran tokoh tersebut. Selanjutnya
membahas terkait keserasian etika ekonomi dalam pemikiran
ekonomi kerakyatan Mubyarto dengan etika ekonomi dalam
Islam, kemudian dikaji terkait implementasinya terhadap
pembangunan keadil rah di Indonesia.

Bab Kelima, bab i ab terakhir dari keseluruhan
rangkaian pembahas fkan kesimpulan, saran-saran
atau rekomendasi da

Kenaan dengan pengembangan

keilmuan dan yang |&la arinya dengan masalah etika
Tekl;)i;llo:;jlslam agar %JM@’ hal-hal yang lebih baik dan
u.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA
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KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU
DAN KERANGKA TEORI

Bab ini terdapat lima belas penelitian terdahulu yang berkaitan
dengan penelitian ini. Walaupun berkaitan dalam beberapa hal juga
mempunyai perbedaan bahasan dengan penelitian ini, baik dari segi

rumusan masalah yaitu dari konsep ekonomi kerakyatan Mubyarto

dianalisis terkait sudut pandang etika ekonomi Islam dalam melihat
konsep ekonomi kerakyatan Mubyarto. terutama dalam cabang etika
keadilan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ekonomi

kerakyatan, etika ekonomi Isfa
tokoh, yang berbeda dengan

A. Kajian Penelitian Terd

Kajian ini berguna untuk;

¥

Penelitian terdahulu tcrdjpat penehtlan tentang Mubyarto yang
memblcaraka ﬁ%ﬁu itian tentang
perspektif ek oml lslam an dilan ekonomi. Peneliti

bukanlah orang yang ISFIIMATM tentang teori ekonomi

egara, dan model kajian
itian sebelumnya.

kerakyatan secamﬁeﬁ
secara khusus erd

keaslian dari penelitian.

riickonomi Mubyarto
glgl\sebelumnya yang

telah melakukan penelitian tentang tema ekonomi kerakyatan
secara umum dan tokoh yang berbeda.

Anwar Abbas' dalam disertasinya yang berjudul “Pemikiran
Ekonomi Mohammad Hatta Ditinjau dari Perspektif Islam™
merumuskan tingkat kesesuaian dan atau paralelitas antara
pandangan-pandangan ekonomi Mohammad Hatta dengan
pandangan-pandangan yang ada dalam ajaran Islam dan
bagaimana pengembangan gagasan baru dan pengkajian

'Anwar Abbas, “Pemikiran Ekonomi Mohammad Hatta Ditinjau dari Perspektif
Islam™, Disertasi Doktor. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008.
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pandangan dijadikan sebagai varian pemikiran ekonomi Islam.
Dengan teori ekonomi Islam, hasil penelitian ini adalah
pemikiran ekonomi Mohammad Hatta dilihat dari perspektif
ajaran Islam secara substansial sangat sesuai dan sejalan dengan
ajaran Islam. Begitu pula Amiur Nuruddin® dalam penelitiannya
berjudul *Konsep Keadilan dalam Al-Qur’an dan Implikasinya
pada Tanggung Jawab Moral” yang merumuskan bagaimana
rumusan-rumusan al-Qur’an tentang keadilan dan implikasinya
terhadap tanggung jawab moral menggunakan teori keadilan
dan hari keadilan, menghasilkan kesimpulan yaitu semangat
dasar al-Qur’an adalah semangat moral yang signifikan dengan
keadilan dan hari keadilan. Keadilan dalam Al-Qur’an
mempunyai lmpllkab)t@hﬁh@ anggung jawab moral yang
meliputi; keadilan ¢ d@ sosial dan ekonomi, dan
keadilan dalam hubu ,‘

Penelitian lain des

Reformasi Kebijakan bagi
Penguatan Peran . di Indonesia (Analisis
Keadilan Dlstnbuuf £ f l@‘]l Islam)” oleh Euis Amalia’
pada 2008 sebagai ba an Disertasi yang merumuskan cara

meng,emqull ﬁ@ Akst)en},uatan peran
LKM dan n ones1a dari sudut pandang keadilan

distributif ekonoml en%unakan teori prinsip

ekonomi jN mﬁ( ibuil” yang menghasilkan
kesimpulan y Q ci $ ukti telah memberikan
kontribusi yang besar bagi ekonomi lndonesia. Akan tetapi
kontribusinya yang luar biasa tersebut tidak diikuti dengan

adanya kebijakan yang responsif terutama untuk kemudahan
dalam hal akses permodalan.

*Amiur Nuruddin, “Konsep Keadilan dalam Al-Qur’an dan Implikasinya pada
Tanggung Jawab Moral”, Disertasi Doktor, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga,

*Euis Amalia, “Reformasi Kebijakan bagi Penguatan Peran LKM dan UKM di
Indonesia (Analisis Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam)”, Disertasi Doktor,
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Selain fasilitasi dari pemerintah, pemikiran ekonomi Islam
telah memberikan tawaran berupa implementasi instrumen zakat
sebagai alat untuk redistribusi pendapatan dan sistem transaksi
syari'ah yang terbebas dari aspek riba. gharar dan maysir
sebagai mekanisme operasional dalam program kemitraan
keuangan mikro syari'ah untuk memperkuat usaha kecil mikro
di Indonesia.

Ruslan Abdul Ghofur Noor' dalam penelitiannya yang
berjudul “Kebijakan distribusi Ekonomi Islam dalam
Membangun Keadilan Ekonomi Indonesia” yang merumuskan
masalah yaitu cara mengembangkan kebijakan distribusi dalam
ekonomi Islam untuk membangun keadilan ekonomi Indonesia
dengan cara menawark U)ptslydsaang permasalahan distribusi
dalam ekonoml lndones Al k & pada kebijakan distribusi
petekonomian.
orinke cbijakan distribusi dalam
ekonomi lslam Penelit%n in eng%' silkan kesimpulan yaitu

] y( ekonomi Islam dengan

tldak berpihak hanya ﬁaa h—Satu agen ekonomi, dan

diperkuat derﬁ;ﬂwﬁﬁy T lﬁ erikan arahan
bahwa keadil: onomi h ﬁk mun menciptakan
keadilan ekonomi akeIrSLIII_MMJIka tidak melibatkan
peran institusi ) (b epeLL ghny pemerintah dan
masyarakat. ﬂ% Nﬁ A

Penelitian Sofyan Rizal’ yang berjudul “Titik Temu dan
Sinergi Ekonomi Islam dan Ekonomi Kerakyatan™ merumuskan
masalah yaitu bagaimana konsep ekonomi kerakyatan dalam
perspektif ekonomi syari ‘ah. Teori yang digunakan adalah teori
ekonomi Islam dan ekonomi kerakyatan. Hasil dari penelitian
ini adalah ekonomi Islam dan ekonomi kerakyatan

*Ruslan Abdul Ghofur Noor, “Kebijakan distribusi Ekonomi Islam dalam
Membangun Keadilan Ekonomi Indonesia”™, Jurnal Islamica. Vol. 6 No. 2, Bulan
Maret 2012.

*Sofyan Rizal, “Titik temu dan Sinergi Ekonomi Islam dan Ekonomi Kerakyatan™,
Jurnal Al Iqtisadi, Vol 111 No. 1, Bulan Januari 2011.
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sesungguhnya mempunyai tujuan yang sama yaitu kesejahteraan
dan keadilan dalam ekonomi bagi semua orang.

Keadilan dan kesejahteran dalam kehidupan ekonomi
tersebut dalam Islam harus berlandaskan pada norma dan etika
Islam, sehingga semua sistem ekonomi tersebut berjalan sesuai
dengan svari’'ah Islam. Selain merupakan konsep vyang
berlandaskan pada keadilan sosial dan pemerataan ekonomi
yang adil, sesungguhnya ekonomi kerakyatan di Indonesia
sudah berjalan sejak lama dengan institusi yang sudah dirancang
yaitu koperasi. Institusi koperasi pada tataran konsep dan
pelaksanaannya banyak memiliki kesesuaian dengan institusi
pemberdayaan ekonomi yang diharapkan Islam.

Ery Wibowo Ag(;;glﬁﬁaﬁwsa/ dalam penelitiannya yang
berjudul “Ekonomi
(Perspektif  Jalan  [KX r@ umuskan masalah  yaitu
bagaimana konsep e : ammaiam konteks ke-Indonesia-
an dan menggunaki ech omi Islam dan ekonomi
Indonesia. Hasil dari pﬂ@ alah bahwa konsep-konsep
ekonomi yang pcrnaﬁ’ lgagas oleh para founding father di

Indonesia mv‘m InTk r$dapat dikatakan
sebagai méctamorfosis ekonomi sam dalam konteks ke-

Indonesia-an.

Dibentuknygnk au—'--ﬂ yang, berbasis sektor
riil  pertanian® 1t ﬂﬁj§ merupakan  bentuk
mekanisme pertahanan untuk memerangi riba seperti gharar
atau spekulasi, monopoli yang merugikan dan bentuk-bentuk
riba yang lain. Konsep dan gagasan ini sesungguhnya equal
dengan konsep dan gagasan ekonomi Islam.

Hastangka’ memperkuat dalam penelitiannya yang berjudul
“Filsafat Ekonomi Pancasila Mubyarto™ merumuskan masalah

°Ery Wibowo Agung Santosa. “Ekonomi Islam dalam Konteks Ke-Indonesia-an
(Perspektif’ Jalan Ketiga), Jurnal UNIMUS. Fakultas FEkonomi Universitas
Muhammadlyah Semarang.

"Hastangka, “Filsafat Ekonomi Pancasila Mubyarto”, Jurnal Filsafat, Vol 22, No.
1, Fakultas Filsafat Universitas Gajah Mada Yogyakarta, bulan April, 2012.
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yaitu bagaimana filsafat ekonomi Pancasila yang digagas oleh
Mubyarto dan menggunakan teori ekonomi Pancasila, teori
pertumbuhan. dan filsafat. Hasil dalam penelitian ini adalah
bahwa moral perilaku berekenomi manusia Indonesia yang
dijelaskan Mubyarto berpijak pada nilai-nilai Pancasila yaitu
berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan,
dan berkeadilan. Ekonomi Pancasila Mubyarto merupakan suatu
pendekatan dalam melihat perilaku para pelaku ekonomi di
Indonesia.

Penelitian Izza Mafruhah® yang berjudul “Membumikan
Konsep Svari’ah dalam Ekonomi Berbasis Kerakyatan (Baitul
Maal Wat Tamwil Sebagai Sebuah Solusi)” merumuskan

dari bank Islam deng @ akan sistem ekonomi
kerakyatan. — JM =

Banyak tejdapat 1W§H§Tﬂr I3&;}Sihadapi BMT
dalam perkemWBarigaiinya. i karéfa'ith but kap istigomah
dan professional dalarrlshglgAQMhanya. sehingga tujuan
utama BMT da 3n& S $ gikumumnya yaitu
menumbuhkan [tgl i NE f erakyatan guna
mewujudkan masyarakat yang Baldatun Thayibatun Wa Rabbun
Ghofur dapat terwujud.

Abdul Salam” dalam penelitiannya yang berjudul “Interrelasi
antara Etika dan Sistem Ekonomi: Studi Pemikiran Ekonomi

Ibnu Khaldun™ menggunakan rumusan masalah yaitu hubungan
antara etika dan sistem ekonomi dalam pemikiran ekonomi Ibnu

lzza Mafruhah, “Membumikan Konsep Syari'ah dalam Ekonomi Berbasis
Kerakyatan (Baitul Maal Wat Tamwil Sebagai Sebuah Solusi)”, Jurnal Ekonomi
Pembangunan Vol. 3, No. 2. Desember, 2002, hlm. 195-205.

’Abdul Salam, “Interrelasi antara Etika dan Sistem Ekonomi”, JESI (Jurnal
Ekonomi Syari'ah Indonesia). Vol 1, No. 2, Bulan Desember, 2011, him. 31-44.
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Khaldun dan teori yang digunakan etika dan sistem ekonomi.
Hasil penelitian ini adalah Ibnu Khaldun menempatkan syari’ah
sebagai sumber etika yang harus ditegakkan oleh sang
pemegang kedaulatan dalam usahanya menegakkan keadilan di
tengah-tengah  aktivitas ekonomi rakyatnya yang terus
mengalami perubahan dan perkembangan.

Konsep ekonomi Ibnu Khaldun menyiratkan sebuah sistem
ekonomi yang menuntut bekerjanya lima komponen, yaitu
svari’'ah, pemerintah, rakyat, harta, aktivitas ekonomi, dan
keadilan dalam satu kesatuan. Dari sinilah terjalin suatu
interrelasi antara svari’ah sebagai sumber etika dalam Islam
dengan suatu sistem ekonomi dimana syari’at menjadi landasan
keadilan bagi sistem (%kdﬁmeyan ada pada suatu komunitas
atau peradaban, semghtarag i te% ekonomi yang ada dengan
komunitas atau peradab i whelingkupinya yang menjadi

sarana sckaligus wadah vyang eé tif bagi tegaknya svari'ah
Islam.

Sama halnya Ah w | dalam penelitiannya yang
berjudul “Ekonomi €JIS gma Baru Ekonomi Islam™

dengan ru ﬁﬂu$ sep ekonomi etis
itu dan bdgalmana pu a kerangka eplstemo ogisnya, dan teori
yang digunakan adl enehtlan ini adalah bahwa
Ekonomi eti % bagi ekonomi Islam
dengan prosej mgﬂgl 1 etis melepaskan diri dari
jeratan bias-bias ideologis, serta cara-cara interpretasi teologis.
Ekonomi etis dirancang untuk merumuskan standar etika

bagi sebuah sistem ekonomi yang berlaku secara universal.
Perumusan kerangka metodologis ekonomi etis dimulai dengan
pembongkaran mitos teks-teks liturgis yang dicirikan oleh
model-model pembacaan teologis kemudian menggantinya
dengan pembacaan kritis yang menempatkan teks-teks tersebut
sebagai sebuah teks historis dimana kemunculannya sangat

""A. Dimyati, “Ekonomi Etis; Paradigma Baru Ekonomi Islam™, Jurnal La-Riba,
Jurnal Ekonomi Islam, Vol I, No. 2, Bulan Desember, 2007.
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dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, politik. dan ekonomi
yang melatar belakanginya.

Syaugi Mubarok'' dalam penelitiannya yang berjudul
“Implementasi Demokrasi Ekonomi dalam Ekonomi Syari‘ah™
merumuskan masalah yaitu bagaimana implementasi konsep
demokrasi ekonomi dalam ekonomi syari’ah dan menggunakan
teori ekonomi Islam dan kemanusiaan. Hasil penelitian
menyatakan bahwa perkembangan hukum ekonomi berbasis
syari’ah belum terwadahi dalam perangkat hukum ekonomi
Indonesia. Hal ini dikarenakan hukum ekonomi Indonesia selalu
bertitik tolak dari hukum perdata dan hukum dagang yang
tercatat adalah hukum Barat dengan sistem hukum Barat
bercorak liberal.

Begitu pula Noer lam penelitiannya yang
berjudul “Etika sebag ap| Moral Pengembangan
Kelembagaan  Ekononf. usdn  masalahnya yaitu

. 0

bagaimana peranan e gai; [landasan  moral dalam

mengembangkan kelemby
. J b s

etika serta kelembagaan ekGnomt:

adalah Penggali IWR M$engembangan
kelembagaanulnolllﬂ pa kh §j’ téntdkan oleh tahapan
kemajuan suatu masyal&ll_TemM lebih mendasar adalah
landasan etik d; 36) i éi dlu dan penyelenggara

Begitupun Zakiyuddin'® dalam penelitiannya yang berjudul
“Konsep Keadilan Ekonomi dalam Al-Qur’an™. Rumusan

mi dan menggunakan teori
il dari penelitian tersebut

masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep Al-
Qur’an terkait keadilan ekonomi dan menggunakan teori
keadilan. Hasil dalam penelitian ini yaitu prinsip keadilan

"Syauqi Mubarok Seff. “Implementasi Demokrasi Ekonomi dalam Ekonomi
Syari'ah”, Jurnal Harmoni, Edisi Bulan Januari-Maret 2010, him. 210-223.

“Noer Soetrisno, “Etika sebagai Landasan Moral Pengembangan Kelembagaan
Ekonomi™. Jurnal UNISIA, No. 54/XXVII/1V/2004, Jurnal UIl, Yogyakarta, 2004,
hlm. 333-342.

"7akiyuddin. “Konsep keadilan ekonomi dalam Al-Qur’an™, Disertasi, UIN Sunan
Kalijaga, Yogyakarta, 2006.
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ekonomi. prinsip kepemilikan, prinsip produksi, prinsip
konsumsi, prinsip distribusi dan peran negara. Tujuan penerapan
prinsip keadilan adalah untuk mencapai kesejahteraan.
Selanjutnya  oleh  Murasa  Sarkaniputra'®  dengan
penelitiannya yang berjudul “Pembangunan Pertanian Berbasis
Kecerdasan Masyarakat” dengan hasil penelitiannya yaitu
membangun manusia Indonesia seutuhnya adalah membangun
akal budi/human mind di setiap warga bangsa. manusia
Indonesia tumbuh dengan mengikuti DNA yang didasarkan
pada pertimbangan nilai agama dimana Auman mind hidup.
Ditambah lagi dari Rahmatina Kasri, Habib Ahmed"®, dengan
penelitiannya yang berjudul = “Assesing  Socio-Economic
()WSLMtqm'J al-Syari’ah  Principles:
Normative Framew ks, i s and Implementation in

Development  basec
Indonesia”. Hasil dafi fe i n(ZD ni yaitu Zakat institutions

amongst the poor, it é/‘so ] s workable example of how
Magasid al-Syari 'ah p l}e implemented in assessing

impacts of socio- ewnomlc policies in Muslim societies.

Ly E elitian 'lerd 'l%} s
I Sue

No | Thn Penuhs /kerang.ka Hasil
T)er
1. | 1994 Amitﬁl OnSep ¢idilan | Semangat
N Keadilan dasar al-
dalam Al- Qur’an
Qurlan  dan adalah
Implikasinya semangat
pada moral yang
“Murasa  Sarkaniputra, “Pembangunan  Pertanian  Berbasis  Kecerdasan

Masyarakat Jurnal UNISIA, No. 54/XXVII/IV/2004, Yogyakarta: UII.

*Rahmatina Kasri, Habib Ahmed, “Assesing Socio-Economic Development based
on Magqasid al-Syari'ah Principles: Normative Frameworks, Methods and
Implementation in Indonesia”, Islamic Economic Studies, Vol. 23, No. 1, Mei
2015, him. 73-100.
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Penelitian terdahulu yang dijelaskan dalam deskripsi dan
tabel di atas menegaskan bahwa terdapat perbedaan antara
penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian yang diteliti
oleh peneliti yaitu dari segi permasalahan yang diteliti. peneliti
mengelaborasi konsep ekonomi kerakyatan dengan mengambil
tokoh Mubyarto yang merupakan tokoh Indonesia yang sangat
concern terhadap ketimpangan ekonomi dalam masyarakat.

Selain dari permasalahan yang mempunyai perbedaan
bahasan dengan penelitian sebelumnya, juga dari segi kerangka
pemikiran yaitu dari konsep ekonomi kerakyatan Mubyarto
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tersebut dianalisis terkait sudut pandang etika ekonomi Islam
dalam melihat konsep ekonomi kerakyatan Mubyarto, terutama
dalam cabang etika keadilan dan juga kontribusinya dengan
pembangunan keadilan ekonomi daerah di Indonesia yang tidak
terdapat dalam penelitian-penelitian terdahulu. Berdasarkan
telaah pustaka tersebut, peneliti menganggap bahwa penelitian
ini memiliki nilai kebaruan dan Kkontribusi pengetahuan
(contribution to knowledge) yang cukup signifikan dalam studi
ekonomi Islam, dan karenanya secara akademik layak untuk
dilakukan.

Kerangka Teori

I. Pengertian dan Prjfi

merujuk pada kol
Negara, maka yang dlmaksud dengan ekonomi rakyat

adala gRrglifl‘mNSa Namun dalam
konteks  riil rkembang, istilah ekonomi rakyat
muncul seb gé AXketidakpuasan terhadap
perekon eN da unit-unit besar.
Fkonmg rmﬁ% dengan berbagai istilah
lain yang terkait, yaitu perekonomian rakyat atau ekonomi
kerakyatan. Ini mengandung makna yang spesifik. Jika
ekonomi  rakyat menggambarkan  tentang  pelaku
ekonominya, maka perekonomian rakyat lebih menonjol
pada obyek atau situasinya. Makna yang lebih luas terdapat

dalam ekonomi kerakyatan yang mencerminkan suatu
bagian dari sistem perekonomian'’

I"Edy Suandi Hamid, Ekonomi Indonesia dari Sentralisasi ke Desentralisasi,
(Yogyakarta: UII Press, 2006), him. 33.
'7Edy Suandi Hamid, Sistem Ekonomi, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2008), him.

6.25.
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Makna dari ekonomi kerakyatan menurut Hamid dan
Hendrianto dalam Edy Suandi Hamid'® adalah suatu
perekonomian vang orientasinya pada keterlibatan orang
banyak dalam aktivitas ekonomi, baik aktivitas produksi,
konsumsi, maupun distribusi.

Ekonomi rakyat vyang dijelaskan oleh Ginandjar
Kartasasmita adalah ekonomi yang dilaksanakan sebagian
besar rakyat Indonesia. Sehingga dari pernyataan tersebut
harapannya seluruh aktivitas-aktivitas di sektor industri,
pertanian, pertambangan, jasa-jasa harus melibatkan banyak
rakyat untuk melakukannya.

2. Sejarah Ekonomi Kerﬁv’yamnﬁ[lnl Dpnesia
Z
O
%RJH terminologi ekonomi
yang digunakan Mé&ha mtta pasca kolonialisme
Hindia Belanda. Dgfgan perhatikan situasi kondisi

sosial ekonomi pemr}%ﬂ’n@:{{nah Hindia Belanda saat
itu menempatkan kaum pribumi dalam kelas strata sosial
paling ba ﬂ J\—E‘c 1 sebagai cara
untuk mem% § uan di negeri
sendiri. Konsep e i I\A\M kemudlan dinyatakan
dalam konstl ﬁ@ﬂ Pasal 33 UUD 1945,
yang menjél N agl mengenai (1)
Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan
atas azas kekeluargaan. (2) Cabang-cabang produksi yang
penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang
banyak (harus) dikuasai oleh negara. (3) Bumi. air, dan
segala kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh

negara dan dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran
rakyat.

Ekonomi keraky dta

"Edy Suandi Hamid. Ekonomi Indonesia dari Seniralisasi ke Desentralisasi.
(Yogyakarta: UII Press, 2006), him. 34.
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Selain itu, negara memiliki peran yang sangat besar
dalam sistem ekonomi kerakyatan. Sebagaimana dinyatakan
dalam Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 34, peran negara dalam
sistem ekonomi kerakyatan antara lain meliputi lima hal
sebagai berikut: (1) mengembangkan koperasi, (2)
mengembangkan BUMN, (3) sesuai dengan UUD 1945
Pasal 33 ayat |: memastikan pemanfaatan bumi, air, dan
segala kekayaan yang terkandung di dalamnya bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat: (4) memenuhi hak setiap
warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan
penghidupan yang layak, (5) memelihara fakir miskin, dan
anak terlantar. Zaman sekarang ekonomi kerakyatan
menjadi sebuah terus diulang dengan tanpa
diketahui pasti struktur pastinya. Semua
ekonom baik y @ i sosialis, dan kapitalis akan
dampak ekonomi kepada
rakyat.

Waktu dan amasg b @f dan tidak satupun yang
mampu membukfzﬁ)a'n wwa rakyat, kaum marginal. bisa

meni ?W adll dan merata.
Sukam dengan konsep aenismenya telah berusaha

untuk memban|;$ Mml kerakyatan Indonesia
dengan ijQ@ § disi rakyat Indonesia
pada masdny 0 Nﬁ l\ embangun ekonomi
kerakyatan dengan konsep REPELITA yang berbasis
pedesaan. Era berganti dan ekonomi kerakyatan tetap
menjadi sebuah wacana yang semakin tidak jelas dan rakyat
tetap berada dalam kemiskinan yang semakin kronis. Zaman
reformasi pada masa pemerintahan SBY, pola pikir ekonomi
tidak jauh berbeda dengan zaman orde baru. Pemerintah
lebih  menekankan pertumbuhan ekonomi daripada
pemerataan ekonomi, sehingga terjadilah disparitas ekonomi
yang luar biasa antara si kaya dengan si miskin. Seperti
dilansir oleh Majalah Forbes yang berbasis di New York,
Amerika Serikat telah disebutkan ada sekitar 40 orang
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terkaya di Indonesia dengan total kekayaan mereka sebesar
88.6 miliar dollar AS atau setara Rp 850 triliun. Total
kekayaan 40 orang ini pada tahun 2012 meningkat 4 persen
dibandingkan dengan tahun 2011. Dengan demikian harta
kekayaan Rp 850 triliun hanya dikuasai oleh 40 orang
sementara bagi pekerja formal, termasuk buruh yang
berjumlah 42,1 juta orang berbagi pendapatan senilai Rp
1450 triliun. Inilah perbedaan yang sangat menjulang antara
si kaya dan si miskin ditengah sistem ekonomi pasar yang
tidak melarang setiap orang memiliki kekayaan dalam
jumlah yang begitu fantastis.

Pemerintah selama ini lebih cenderung pro investor bisa

luar negeri. Sedanghkdn G ton | riil seperti usaha kecil

menengah banyak i gulung tikar karena
tidak bisa bersamg e 2 ;E;n;ahaan -perusahaan besar
ifa-c

sehingga dengan deni lan'c, ita untuk mewujudkan
adanya kga ER $at di bidang
ekonomi 51h Jauh s;jan A ini menjadi
sebuah cerminan bl&_p_ﬁMbelum maksimal dalam
mengupayak N pelaku ekonomi kecil
menengah. S (@ an E ak kepada rakyat
adalah  ekonomi  kerakyatan, tidak  perlu  repot
mendefinisikannya (Rizal Ramli, 2013), kemudian bila
Ekonomi Kerakyatan yang direfleksikan sebagai Solidaritas
Sosial Ekonomi dan berarti “Marilah membeli hasil
produksi dalam negeri walau dengan harga yang sedikit

mahal, atau marilah meminjam kepada koperasi walau
dengan bunga vang lebih tinggi dari bank komersil”, apakah

ini adalah suatu keadilan?. Bila demikian. maka hambatan
implementasi ekonomi kerakyatan seperti yang telah
dikonsepkan oleh Bung Hatta pada masa sekarang adalah
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bermuara pada paradigma berpikir baik dari pemerintah
maupun rakyat Indonesia sendiri.

3. Fungsi Negara dalam Ekonomi Kerakyatan

Ekonomi kerakyatan, sebagaimana dikemukakan dalam
Pasal 33 UUD 1945, adalah sebuah sistem perekonomian
yang ditujukan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam
bidang ekonomi. Tiga prinsip dasar ekonomi kerakyatan
adalah sebagai berikut:

a. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar
atas azas kekeluargaan;

negara; dan
c. Bumi, air,

sebesar-besarpya ¥ @Ian rakyat.
Berdasarkan ke 1ga prinsip tersebut dapat disaksikan

betapa s S a sistem ekonomi

kerakmmgﬁmﬁle Pasal 27 ayat 2

dan Pasal 34I§huA dalam sistem ekonomi

kerakyatan @ntasalaia, me jiputi di 1" sebagai berikut:

a. Mengjmgmugzgr'&

b. Mengembangkan BUMN;

¢. Memastikan pemanfaatan bumi. air, dan segala
kekayaan yang terkandung didalamnya bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat;

d. Memenuhi hak setiap warga negara untuk mendapatkan
pekerjaan dan penghidupan yang layak:

€. Memelihara fakir miskin dan anak terlantar.

"“Revrisond Baswir, Ekonomi Kerakyatan vs. Neoliberalisme, Yogyakarta: Tim
Ahli Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM, 2009.
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Peran negara dalam sistem ekonomi kerakyatan sesuai
dengan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu®’:

a. Menyusun perekonomian sebagai usaha bersama
berdasar atas azas kekeluargaan; mengembangkan
koperasi (Pasal 33 ayat 1)

b. Menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi
negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak:;
mengembangkan BUMN (Pasal 33 ayat 2).

c. Menguasai dan memastikan pemanfaatan bumi, air, dan
segala kekayaan yang terkandung di dalamnya bagi
sebesarbesarnya kemakmuran rakyat (Pasal 33 ayat 3).

d. Mengelola anggaran negara untuk kesejahteraan rakyat:
memberiakukan UPdﬁIkArpro esif dan memberikan

Z
O
O]
Zz
Epra memperoleh haknya
| dan penghidupan yang

layak bagi keman@lﬁM@F7 ayat 2).
g. Memelihara fakir miskin dan anak terlantar (Pasal 34).

Model Kajian NIVERSITAS

4. okoh AM
Studi atallePC?ﬂﬁ%l ﬂ\dsalah satu jenis
penelitian kualitatif”Péneliti rRait“studi tokoh ini dapat
berbentuk studi kasus, multi kasus, multi situs, penelitian
historis,  penelitian  kepustakaan. penelitian  ekologi,
penelitian fenomenologis. atau penelitian masa depan. Maka
dari itu. kaidah yang harus dibangun dalam studi tokoh
mengikuti kaidah penelitian kualitatif®'.
Terdapat tiga persyaratan penting dalam melakukan
kajian tokoh**, sebagai berikut:
“lbid.

*'Arif Furchan dan Agus Maimun, Studi Tokoh: Metode Penelitian Mengenai
Tokoh, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), him. 15.
“Ibid, him. 39-41.
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a. Sistematis, artinya dilakukan menurut urutan atau pola
tertentu. Sistematis juga mengacu pada kegiatan vang
bersifat prosedural, artinya bahwa kegiatan kajian tokoh
dilakukan dari tahap ke tahap, yang setiap tahapnya
mempunyai konsekuensi dan implikasi sendiri-sendiri.

b. Terencana, artinya dilaksanakan dengan unsur
kesengajaan dan melalui pemikiran yang serius,
sehingga dari awal sudah dipikirkan berbagai peluang,
tantangan, dan hambatan yang mungkin terjadi.

¢. Mengikuti kaidah ilmiah, artinya dari awal hingga akhir
kegiatan, studi dilakukan dengan mengikuti cara yang
sudah ditentukan.

Sehubungan engahAkMiek an studi tokoh dengan studi
kasus, dengan mikiran Vredenbeegt yang
dikutip oleh Bu 4 pendekatan studi tokoh,
yaitu:

a. Pendekatan
Aktivitas mﬂ}%gjjﬁ-ﬂ/’deskripsikan berdasarkan
sejumlah tema yang menggunakan konsep-konsep yang

bl s t l ri suatu bidang

ketlmuan terteE%%nya stud$tokoh mengenai
pemlklran di Indonesia, studi tokoh

mengmmmﬁ$r di Indonesia, dan
sebagdihya=Pendeka in rsifat analitis sehingga

dapat membedakan antara pemikiran sang tokoh dari
pemikiran tokoh lain dalam suatu bidang keilmuan
tertentu.
b. Pendekatan Otobiografi

Pendekatan ini sangat luas dan intensif dari masing-
masing tokoh. Teknik ini digunakan untuk memahami
sang tokoh berdasarkan pendapat tokoh lain yang
mempunyai disiplin keilmuan yang sama atau berbeda.

*Bungin,B., Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodo
logis ke arah Penguasaan Model Aplikasi, (Jakarta: Raja Afindo, 2003). him. 115.
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Prinsipnya adalah, baik yang menilai maupun yang
dinilai harus sama-sama tokoh. Pandangan bebas dari
masing-masing tokoh terhadap sang tokoh yang menjadi
fokus studi dapat membantu kesahihan dan keandalan
data yang diperoleh dari teknik ini. Misalnya dalam
pendidikan Islam, studi tokoh terhadap Prof. Zakiyah
Daradjat. Dalam studi tokoh ini diharapkan adanya
penilaian dari beberapa tokoh pendidikan Islam, seperti
Prof. Mastuhu, Prof. Azyumardi Azra, Prof. Zakiyah
Daradjat, dan sebagainya mengenai pemikiran
pendidikan islam.

Pendekatan Masalah Khusus

Pendekatan ini /AerBijuans ubfuk mempelajari secara
intensif atau mgsa usu% atau kejadian luar biasa
a¢ aenyangkut sang tokoh.

Bagaimana sang g‘)k( dapi persoalan baru yang
sangat khusus da@ ba gar biasa itu. Pengetahuan
tentang hal ini akar oungkapkan aspek-aspek yang
laten dari psikJo vitka ehidupan sang tokoh.

Misalwﬁ‘vgﬁlﬁzlp-ru dalam politik
kenegafaan.'" Dari di dhﬁ%b akan dapat
diungkap berli&ilpgrﬁaMsikologis yang sangat

rumit dm hg, ?EADur dari  kursi
kepresidetiant dah s iﬁég

Pendekatan construction of days

Pendekatan ini tidak terbatas pada cerita mengenai apa
vang dialami sang tokoh pada hari kemarin tetapi dapat
pula dipilih hari-hari tertentu secara acak. misalnya hari-
hari yang biasa saja tanpa kejadian luar biasa. Namun
dapat juga dipilih suatu hari yang berbeda dari hari-hari
biasa. seperti 100 hari pelantikan sang tokoh dalam
jabatan tertentu, atau 100 hari pertama dari
pengangkatan dia menduduki jabatan tertentu. hari-hari
disaat mengalami masa sulit dalam perjalanan hidupnya,
atau hari-hari di saat masa keemasan dalam perjalanan
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hidupnya, dan seterusnya. Dengan kata lain, pendekatan

ini lebih memfokuskan pada hari tertentu yang

mempunyai nilai historis bagi sang tokoh selama
karirnya atau selama hidupnya.

Mengkaji seorang tokoh, yang perlu diperhatikan
adalah™:

a. Menguak pemikiran tokoh tersebut sebagaimana
terekam dalam karya-karya tulisnya.

b. Dikaji pula biografi tokoh

¢. Memahami korelasi antara ide-ide yang tertuang dalam
karya-karya dengan aktivitas kesehariannya/
keilmuannya.

Studi pemiki an ko slam di atas dapat juga disebut
dengan three dfn ‘hes. Dalam  meneliti
pemikiran B
diperhatikan®:
a. Harus me lérlk perBatian yang cukup terhadap

pemikiran tokoltfokilf=4fang berpengaruh terhadap

tokoh yang dljte iti. }@’

b. BE)‘ $\’! tersebut terhadap
ide-1de bar cu ﬂ:nga ‘!r;lsasyalakat

ng mun
c. Seorang pl$ punyal bekal yang cukup

tenta
Paparan 1mm§mﬁﬁc|ﬁrl Arif Furqon, Ali

Syariati dan John Obbert Voll tersebut dapat diambil
benang merah, yaitu:

hal yang perlu

a. Perlunya mengetahui perjalanan hidup tokoh, termasuk
pemikiran dan kondisi yang melatarbelakanginya dari
awal sebelum pemikiran tersebut terbentuk secara rinci

“Ali Syari‘ati, On the Sociology of Islam, terj. Hamid Algar, Berkeley: Mizan
Press, 1979, terutama Bab I, Approaches to the Understanding of Islam, him. 39-
69.

*John Obert Voll, Islam: Continuity and Change in the Modern World, Boulder
Colorado: Westview Press, 1982, him. 2-4.
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b. Perlunya landasan teori yang kuat dalam mengelaborasi
dan mendalami gagasan tokoh

Perlunya menambahkan kritik pro dan kontra dari tokoh
lain terkait gagasan tokoh yang diteliti.

Analisis data dalam studi atau kajian tokoh dapat

(¢}

dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:
Analisis domain

Analisis taksonomi

Analisis komponensial

Analisis tema Kultural

Analisis komparasi konstan
Analisis intertekstualitas
Intertekstualitas/a

-6 a0 Ts

at suatu teks yang di

dalamnya addg te laif. Dengan kata lain,
intertekstualitas («?Zd adiran suatu teks pada teks
lain®.  Dalam |4p an | Kristeva, teks  sastra
merupakan mosgik an(; ari banyak teks. Maka,

suatu teks tida

( %%Zj‘ gy}zfi sendiri’’. Inilah yang
dinamakan dengait” in %i?ualltas lntertekstuahtas

SIS S
Deng Lta aai merupakan
pelintasan tan{&‘l_smMn tanda ke sistem tanda

yang lai
Kristevallmglmaﬁll%nsposisi untuk

menjelaskan pelintasan ini. Pelintasan ini selanjutnya

berkelindan dengan sistem yang lain dalam wataknya yang
saling mengukuhkan atau bahkan sebaliknya. Dalam
transposisi menuju sistem pertandaan baru, bisa saja sistem
pertandaan baru itu menggunakan material sama atau
meminjam dari sumber-sumber yang berbeda”

*Umar Junus, Resepsi Sastra: Sebuah Pengantar, (Jakarta: Gramedia, 1985), him.
87-89.

*"Daniel Chander. the Semiotics: the Basics, (London: Routlegde, 2002). him. 195.
Pyasraf Amir Piliang, Hipersemiotika: Tafsir Cultural Studies atas Matinya
Makna, (Yogyakarta: Jalasutra, 2003), hlm. 136.
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Berdasarkan prinsip teori intertekstual yang memandang
teks sebagai transformasi teks-teks lain dan sebagai sebuah
tindakan interpretasi, maka dapat dikatakan bahwa persoalan
transformasi merupakan bagian esensial dalam teori
intertekstual.  Dalam  transformasi  teks,  Teeuw”’
menyebutkan ada empat pertanyaan penting yang harus
diperhatikan, yaitu (a) mengapa satu teks dipilih secara
khusus dalam suatu transformasi (b) apakah yang terjadi
pada teks dalam proses transformasi itu. Apakah ada bagian-
bagian teks yang diubah, diadaptasi ataukah ditransformasi,
baik dalam bentuk sastranya maupun dalam fungsi sosialnya.
(c) apakah yang dilakukan teks sumber terhadap teks
npak, misalnya teks sumber
vang terkait, teks sumber
menyebabkan ggmre baru, teks sumber
mempengaruhi rm& | dan  konvensi-konvensi,
ataukah memutus on tharapan pembaca masa kini.
(d) apakah yang dj@algﬂ}ﬁ?ﬁ@fansfbrmasi itu terhadap teks
sumbernya. Bagzﬁmana <ah teks sumber itu diterima,
diadaptasi patap i rapad¥agian ditolak atau
G DNV ERSITAS

Analisis daISta,klAMg,an mengamati hubungan
intertekstuw i ﬁlﬁﬁ S da teks sumber dan
teks sasaraft' s Q:l and gi asan teknik interpretasi
pemikiran Mubyarto terkait ekonomi kerakyatan. Dari sini,
penjelasan terkait rekontekstualisasi makna dijabarkan untuk
menjelaskan realitas sosial.

5.  Etika Ekonomi Islam

Peningkatan spiritual manusia adalah suatu unsur
penting dari kesejahteraan manusia dan usaha apapun yang
dilakukan untuk mencapai tujuan yang bertentangan dengan

*Teeuw, Membaca dan Menilai Sastra. (Jakarta: Gramedia, 1983), hlm. 5.
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ajaran Islam akan berakhir dengan kegagalan®. Pencapaian
tujuan berupa falah berkaitan erat dengan nilai-nilai yang
disebut nilai etika. Prinsip-prinsip bisnis dalam Islam
meliputi :

a. Prinsip Kesatuan (Tauhid)

Berdasarkan prinsip fauhid ini, maka para pelaku
keuangan syari'ah tidak melakukan bisnisnya, paling
tidak pada tiga hal’'; pertama, melakukan tindakan
diskriminasi terhadap pihak lain yang terdapat dalam QS
Al- HUJurat (49): 13
)T iy Ul filay Sl A oA a&‘ﬂh ) S el

)mg;m\dmgm\¢1m§ajx

“Hai manusid,

)ngenal. S'e.sungguhnya
kami a'isisi Allah ialah

supava kamu
orang vang paling

orang yang pahng\giﬂ i
Allah Maha menge1° ui ‘agr hu Mengenal).”

QWEER&%‘T A ukan praktik-
praktik™=biSnis" yan na ya Allah lah
yang semestmy:lﬁe.\_tlﬁpMntal. Ketiga, menimbun
kekayaan gtau,s lﬁﬁ i ﬁz&kﬂikatnya kekayaan
merupakajﬂﬁl E ata. seperti yang
terdapat dalam QS Al Kahfi (18): 46
‘).usjb\yd.\_)m JD\—J.;.L.A]\;JAJ"LU.\J‘O‘,JJMJJ‘J}JJ

Sl

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan

a kamu’®. Sesungguhnva

dunia tetapi amalan-amalan yvang kekal lagi saleh

“Umer Chapra, Islam dan Pembangunan Ekonomi, (Jakarta: Gema Insani Press,
2000), him. 6.

'Kuat Ismanto, Manajemen Syari'ah Impelementasi TOM Dalam Lembaga
Keuangan Syari'ah. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), him. 27.

“Departemen Agama Rl, A/-Qur'an dan Terjemahannya. (Bandung: Diponegoro,
2008).
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adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih
baik untuk menjadi harapan®.”

. Prinsip Kebolehan (I/bahah)

Prinsip kebolehan adalah konsep halal dan haram
tidak saja pada barang yang dihasilkan dari sebuah hasil
usaha, tetapi juga pada proses mendapatkannya. Artinya
barang yang diperoleh harus dilakukan dengan cara-cara
vang dibenarkan oleh syari’at Islam.

Penerapan prinsip ini sangat berkaitan dengan sesuatu
vang menjadi objek bisnis, dan merupakan sebuah
pondasi dasar kehalalan. Islam hanya
mengandung kehalalan yang nyata dan jelas, yang tidak

Perdagangan

ada keraguan g)edﬁwApun/ i dalamnya. Pelarangan ini
ditujukan untpk m i| para pihak agar terhindar
dari dosa.
. Prinsip Keadil
Keadilan n pgihsip dasar dan utama yang
harus  ditegakkan (dalam: ,/Jseluruh aspek kehidupan,
termasuk  kehi upan’ berekonomi.  Prinsip  ini

mepg M WPE an syari'ah agar
tid:St’ enimbu 'aan;;r;s;lan ag1s(;}ang lain dalam

melakukan El&llﬂj_ A;

ya. Islam juga menganut

asas kimﬁﬁmsan yang dimaksud
adalah "ke sarf "te . nya kebebasan dalam

melakukan transaksi dengan

tetap memegang nilai-nilai

keadilan, ketentuan agama dan etika®*.

Kehendak bebas dalam Is
dibatasi oleh keadilan.
ekonomi yang disyariatkan

Sesungguhnya,

. Prinsip Kehendak Bebas (4/-Hurrivah)

lam berarti kebebasan yang
kebebasan
Islam bukanlah kebebasan

“Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: Diponegoro,

2008).

My usuf Qardhawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam, (Jakarta: Gema Insani Press,
1997), him. 173.
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mutlak yang terlepas dari ikatan seperti yang diduga oleh
kaum Syu’aib dalam QS Hud (11): 87
el i Jadd o S Gile Sgw al of anls ol ey 1,1\3
3a70 AT _\JyLLg \,.uu
“Mereka  berkata:  "Hai  Syu'aib,  Apakah
sembahyangmu  menyuruh ~ kamu  agar  Kami
meninggalkan apa vang disembah oleh bapak-bapak
Kami atau melarang Kami memperbuat apa yang Kami
kehendaki tentang harta kami. Sesungguhnya kamu
adalah orang yang sangat Penyantun lagi berakal®’".

e. Prinsip Pertanggup |ag@ )
l\ebebasan tqp

alah suatu hal yang

tuan, manusia perlu
idakannya, termasuk dalam

P '“'m«'?m LA
f. Prinsi ran: i § m
Realisasi prih§p kebafikapddlam bisnis Islam adalah
sikap ker &%m&m. Keberhasilan
dan kega j]ﬂﬁl selalu berkaitan
dengan adanya sifat tidak jujur.
g. Prinsip Kerelaan (Ar-Rida)
Prinsip ini menjelaskan bahwa segala bentuk kegiatan
ekonomu harus dilaksanakan suka rela, tanpa ada unsur
paksaan antara pihak-pihak yang terlibat dengan kegiatan

tersebut.
h. Prinsip Kemanfaatan

”Departemen Agama RI, A/-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: Diponegoro.
2008).

*Kuat Ismanto. Manajemen Syari'ah Impelementasi TOM Dalam Lembaga
Keuangan Syari'ah. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009), him. 33-34.
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Para pelaku keuangan svari’ah harus mempunyai
dasar dalam pertimbangan mendatangkan manfaat dan
menghindarkan madhlarat, baik bagi para pelakunya
maupun  masyarakat  secara  Keseluruhan  dalam
melakukan kegiatan bisnis atau muamalah.

i. Prinsip Haramnya Riba

Prinsip ini merupakan implementasi dari prinsip
keadilan. Adanya pelarangan riba dalam aktivitas
ckonomi, karena terdapatnya unsur aniaya diantara para
pihak yang melakukan kegiatan tersebut, yang salah
satunya adalah pihak yang di dzalimi. Hal ini dapat
berakibat  rusaknya tatanan perekonomian  yang
berdasarkan p afgam slay.

Nilai-nilai ﬁtau an é’l
dipisahkan d T@ hid, yang merupakan titik
sentral dari aj @n N Da m bidang ekonomi, Tauhid
merupakan k ahwd Allah sebagai pemberi dan

pengatur rizki; ﬁiﬂ =[Nya, pemilik sempurna dari
harta yang dmt*’pﬁ epada umat manusia. Keyakinan

ini lv agi orang yang
belmm Eﬁn u'!:g%\ls disandarkan pada
nilai-nilai yI&L@AIMkan dan keyakinan akan
adanya W. eyakinan akan adanya
penga mﬁw- I’éﬁn membentuk sikap
mental dan etika (akhlak) para pelaku usaha.

Contoh nyata bagi umat Islam dalam berniaga adalah
menurut cara berniaga yang dilakukan oleh Rasulullah
SAW. Sebelum diangkat sebagai seorang Nabi dan
Rasul, beliau adalah seorang pedagang atau saudagar
yang sukses. Keberhasilan beliau dalam niaga tentunya
tidak bisa lepas dari bimbingan Allah SWT dan
kemuliaan akhlak yang terpancar dari pribadi beliau.

Setelah  paparan teori yang telah dijelaskan
sebelumnya, teori tersebut digunakan sebagai rangka
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bangun teori dalam penyusunan penelitian ini. yaitu

sebagai berikut:

a. Ekonomi kerakyatan dalam penelitian ini adalah
suatu aktivitas ekonomi yang didalamnya terdapat
keterlibatan seluruh elemen rakyat, baik itu rakyat
dengan pendapatan kecil, menengah, besar dan juga
didalamnya keterlibatan pemerintah untuk ikut
mengawasi dan membuat kebijakan secara adil agar
terwujud aktivitas produksi, distribusi dan konsumsi
yang baik. adil. dan sesuai dengan kultur masyarakat
dalam suatu negara.

b. Model kajian tokoh dalam penelitian ini adalah

\s intertekstualitas.

Paparan teori E’l\ai di @ oh dari Arif Furqon, Ali

Syariati dan J \o Il tersebut dapat diambil

benang merah{

1) Perlunya iz erjalanan hidup tokoh,
telmasuk @J dan  kondisi  yang
melatar bd}a’ka ngi n dari  awal  sebelum

i ecara rinci
2) Myﬁﬁg :I‘k ’%n§ kuat dalam
mengelzlt&uiﬂ1Mlami gagasan tokoh
3) P %: Na iik pro dan kontra
:[ 61 $ san tokoh yang
diteliti.
Dalam pengkajian ini dilakukannya berdasarkan’’:

) Pemikiran Mubyarto yang tertuang dalam karya-
karya beliau

2) Pengkajian Biografi Mubyarto

3) Hubungan antara ide pokok yang tertuang dalam
karya Mubyarto dan aktivitas keilmuannya.

YAl Syariati, On the Sociology of Islam, terj. Hamid Algar, Berkeley: Mizan
Press, 1979, terutama Bab 11, ™ Approaches to the Understanding of Islam. him. 39-
69
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Analisis data dilakukan dengan mengamati
hubungan intertekstualitas (interdiskursivitas) pada
teks sumber dan teks sasaran sebagai landasan
penjelasan teknik interpretasi pemikiran Mubyarto
terkait ekonomi kerakyatan. Dari sini, penjelasan
terkait rekontekstualisasi makna dijabarkan untuk
menjelaskan realitas sosial.

Etika ekonomi Islam dalam penelitian ini adalah
suatu sikap atau perilaku yang penuh dengan
kesadaran dilakukan dalam melakukan aktivitas
ekonomi dan sesuai dengan ajaran Islam vyang
ditunjukkan dengan berbagai macam prinsip etika.
Penelitian U;ulmmmkb atkan prinsip keadnlan vang
menjadi

dengan prinsip-prinsip yang lain
dalam betperit sesuai dengan etika sudah
erutama dalam Islam, bahwa
keadilan P ks halik dari keserakahan yang
dilakukan i’banusm lan merupakan bukti kongkrit

U RSITAS
ISLLAM
INDONESIA
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BAB I11
METODE PENELITIAN

Bab metode penelitian ini menyatakan bahwa jenis penelitian
adalah studi tokoh yang merupakan bagian dari penelitian kualitatif,
dengan sumber referensi primernya yaitu beberapa buku yang ditulis
Mubyarto pada rentang tahun 2003-2005 juga buku terkait etika
Islam yang ditulis Yusuf Qardhawi dan sumber referensi sekunder
terkait dengan ekonomi kerakyatan juga fungsi Negara dari beberapa
tokoh. Pendekatan yang digunakan penelitian ini adalah filosofis,
historis dan sosiologis dengan teknik analisis data yang digambarkan

dalam model interaktif Miles(Fl@‘g'man\seperti yang dijelaskan
7

berikut ini. 0
A. Jenis Penelitian

>
Jenis penelitian yang digunal | peD! lis dalam penelitian ini
adalah penelitian studi tokjdﬁiﬁu ﬁ?ﬂupakan salah satu jenis
penelitian kualt&i'mL\i?mi GA(; mengadakan
penghitungan m atfs, Statrstik d lgi[j;g againya.
ISLLAM
INDONESIA

1. Sumber Referensi Primer

UNIVERSITAS
ISINOAN

B. Sumber Referensi

Sumber primer yang diambil dari seluruh karangan yang

ditulis Mubyarto dan berkaitan langsung dengan pemikiran

ckonominya dan buku tersebut ditulis oleh Mubyarto di

rentang tahun 2000-2005. Diantara buku primer tersebut yaitu;

a. Mubyarto, 2003, Ekonomi Pancasila: Renungan Satu
Tahun PUSTEP UGM, Yogyakarta: PUSTEP UGM

' Arif Furchan dan Agus Maimun, Studi Tokoh: Metode Penelitian Mengenai Tokoh,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 15.
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Mubyarto, 2004, Gagasan Besar Ekonomi dan Kemajuan
Kemanusiaan: Antara llmuwan dan Seniman Ekonomi,
Yogyakarta: Aditya Media.

Mubyarto, 2004, Teori Ekonomi dan Kemiskinan,
Yogyakarta: Aditya Media.

Mubyarto, 2004, Revolusi Menuju Sistem Ekonomi
Pancasila, Yogyakarta: Aditya Media.

Mubyarto, 2004, Ekonomi Pancasila: Evaluasi Dua
Tahun PUSTEP UGM, Yogyakarta: Aditya Media dan
PUSTEP UGM.

Mubyaro, 2005, Menggugat  Ketimpangan  dan
Ketidakadilan Ekonomi Nasional, Yogyakarta: Aditya
Media dan PUSTER LGM.
Qardhawi, Ylguf. 97
Islam, Jakartal:

S

Norma dan Etika Ekonomi
Press.

AN\

IVE
vvs;mé'

Sumber referensi s'ﬁ % agj‘%ah buku, artikel maupun jurnal

yang terkai g t ])a-rnl&g dijadikan sebagai

sumber k
a.

Sri Edi SMWMmbangun Sistem Ekonomi

Nasio
s EIQNESIA G 10 vup 1995

Menegakkan Pancasila Melawan Penjajahan Ekonomi,
Jakarta: Yayasan Kepada Bangsaku.

Edy Suandi Hamid, Ekonomi Pancasila Tantangan Bagi
Ekonom, Artikel Koran

Fahri Hamzah, 2012, Negara, BUMN dan Kesejahteraan
Rakyat, Jakarta: Faham Indonesia.

Eddy Purnama, 2007, Negara Kedaulatan Rakyat,
Bandung: Nusamedia.

Selain itu, teknik wawancara juga diperlukan dalam penelitian
ini. Wawancara yang dilakukan merupakan wawancara tidak
langsung, yaitu wawancara yang dilakukan oleh peneliti
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kepada orang lain yang mengkonfirmasi tentang aktivitas dan

produktivitas sang tokoh® yang telah ditulis oleh peneliti.

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan cara

konfirmasi kepada informan terkait hasil penelitian, yang

dalam hal ini adalah:

a. Edy Suandi Hamid Sebagai Murid sekaligus orang terdekat
Mubyarto

b. Pusat Studi Ekonomi Pancasila (PUSTEP) UGM Sebagai
lembaga yang concern mendalami pemikiran Mubyarto.

C. Pendekatan

Pendekatan yang diguhalkansdalam penelitian ini adalah
pendekatan filosofis. Fun ;sg pe katan|ini untuk mengungkap
titik temu nilai kebenara Qsi& nomi dalam ekonomi
rakyat dan ekonomi Islamiise tidak terjebak pada aspek
formalitas ekonomi. Der,gan a l?uj pendekatan filosofis
dimaksudkan untuk menjelaskan. ) hakikat, atau hikmah
mengenai sesuatu yang berad ik clbyek formalnya. Dalam

arti untuk mengagi g asgdan inti yang
terdapat di balimgﬁ 1::’& m pendekatan
itu, pendekatan histof§&Sun Aipfchdkan. Pendekatan ini
dimaksudkan unt N y uﬁgism unsur dalam
konstruksi teratur“l,Il e p uatu nilai yang
terkandung dalam gagasan ekonomi kerakyatan Mubyarto.
Pendekatan lain yang digunakan adalah pendekatan
sosiologis yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan
masyarakat beserta struktur, lapisan dan beberapa gejala sosial

lainnya yang saling berkaitan, sehingga suatu fenomena sosial
dapat dianalisa secara proporsional dan tepat lewat faktor-faktor

? Arif Furchan dan Agus Maimun, Studi Tokoh: Metode Penelitian Mengenai Tokoh,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), him. 53.

’Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000),
him. 42-45.

‘Sudarto, Metodologi Penelitian Filsafat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).
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yang mendorong terjadinya hubungan, mobilitas sosial, serta
keyakinan-keyakinan yang mendasari terjadinya proses tersebut”.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara mengorganisasi data
yang diperoleh kedalam sebuah kategori, menjabarkan data
kedalam unit-unit, menganalisis data yang penting, menyusun
atau menyajikan data yang sesuai dengan masalah penelitian
dalam bentuk laporan dan membuat kesimpulan agar mudah
untuk dipahami. Sesuai dengan jenis penelitian di atas, maka
peneliti  menggunakan model interaktif dari Miles dan
Huberman untukm gmmﬁ« ata hasil penelitian.
dt kualitatif dilakukan secara
lerus-menerus sampai tuntas,
dapun model interaktif yang

Reduksi
Data

Verifikasi /
Kesimpulan

Penyajian Data

7

*Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000),
him. 39.

°Miles, Huberman dan Saldana., Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook,
Edition 3. (USA: Sage Publications, 2014). Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, Ul-
Press, him. 14.
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Komponen-komponen analisis data model interaktif
dijelaskan sebagai
berikut:

1.Pengumpulan Data (Data Collection)

Penelitian tesis ini menggunakan metode dokumentasi
dan wawancara seperti yang telah dijelaskan di atas,
langkahnya dengan dilakukan identifikasi wacana dari
buku-buku, makalah atau artikel, majalah, jurnal, koran,
website  resmi, ataupun informasi lainnya yang
berhubungan dengan judul penelitian untuk mencari

' S kaitan dengan kajian

alah mencari suatu data
mengenm suatu alaf-atau. va ;@i yang berupa catatan,
transkip, buku, surat”Kabar, “majalah, prasasti-prasasti,

nolen PO & ﬁag'ﬁ‘AS
2.Reduksi Data (Data Redyferioghh M

Data yal“@@“ﬁ@lﬁpangan melalui

wawancara, observasi dan dokumentasi direduksi dengan
cara merangkum, memilih dan memfokuskan data pada
hal-hal yang sesuai dengan tujuan penelitian. Peneliti tahap
ini melakukan reduksi data dengan cara memilah-milah,
mengkategorikan dan membuat abstraksi dari catatan
lapangan, wawancara dan dokumentasi.

’Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. (Jakarta : Adi
Mahasatya, 2013), him. 274.
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3.Penyajian Data (Data Display)

Penyajian data dilakukan setelah data selesai direduksi
atau dirangkum. Data yang diperoleh dari hasil observasi,
wawancara dan dokumentasi dianalisis kemudian disajikan
dalam bentuk CW (Catatan Wawancara), CL (Catatan
Lapangan), dan CD (Catatan Dokumentasi). Data yang
sudah disajikan dalam bentuk catatan wawancara, catatan
lapangan dan catatan dokumentasi diberi kode data untuk
mengorganisasi data, sehingga peneliti dapat menganalisis
dengan cepat dan mudah. Peneliti membuat daftar awal
kode yang sesuai dengan pedoman wawancara, observasi
2 1sing data yang sudah diberi
i refleksi dan disajikan dalam

Kesimpulan, %ﬂ%@@{au verifikasi  (Conclusion
Drawlmlsikit ﬁ ir dalam analisis
data™“Kualttafif d interakti dalah  penarikan
kesimpulan clzs erifﬁMrdasarkan data yang telah
direduksi dan.dis kﬁE iti buat kesimpulan yang
didukunjmana t1 €$<E§ap pengumpulan data.
Kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah dan

pertanyaan yang telah diungkapkan oleh peneliti sejak
awal.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan hasil penelitian terkait biografi Mubyarto,
pendidikan, karir, karya-karya Mubyarto dan konsep ekonomi
kerakyatan Mubyarto dalam tiga pokok, yaitu sistem ekonomi, etika
dan moral juga implementasi dari ekonomi kerakyatan yang digagas
Mubyarto. Pembahasan tersebut dielaborasi dari perspektif etika
ekonomi Islam dan kontribusinya terhadap keadilan ekonomi daerah
di Indonesia, yang hasilnya yaitu ekonomi kerakyatan Mubyarto
adalah ekonomi yang berkeadilan dan sesuai dengan kultur
masyarakat, sehingga penge 'f?éz‘ﬁ"éko mi Islam di Indonesia,
yang juga merupakan ekonomi lfgh rus mampu belajar dari
Mubyarto dengan mempert mb zsalah etika, moral dan
kultur masyarakat. >

A. Hasil Penelitian %UJMHJ@J

- Bt MRIVERSITAS
Mubyarto lahirlstrﬁ Myakarta tepatnya pada

tanggal 3 Se 193 asagemlnya hingga sarjana
muda dihabl Hd@% besar Fakultas
Ekonomi Universitas Gadjah Mada yang telah meninggal
dunia di Rumah Sakit Umum Dr. Sardjito Yogyakarta pada
Selasa 24 Mei 2005 pukul 13.49 WIB. Guru Besar ekonomi
kelahiran 3 September 1938 itu meninggalkan seorang istri
bernama Sri Hartati Widayati dan empat orang anak
diantaranya Andianto  Hidayat, Tantiarini  Hidayati,
Satriantono Hidayat, dan Dadit Gunarwanto Hidayat, serta

enam orang cucu. Mubyarto yang akrab dipanggil Muby itu
sempat dirawat secara intensif selama empat hari Kkarena

menderita paru-paru basah dan serangan jantung ringan.
Jenazah disemayamkan di rumah duka Perumahan Dosen
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UGM, Sawit Sari C-10 Condongcatur, Depok, Sleman.
Untuk mendapatkan penghormatan terakhir dari civitas
akademika UGM, jenazah disemayamkan terlebih dahulu di
Balairung UGM pada Rabu 25 Mei 2005 pukul 11.00 WIB,
kemudian dikebumikan di Makam Keluarga UGM di Sawit
Sari sekitar pukul 13.00 WIB.

Pendidikan dan Karir Mubyarto

Mubyarto menghabiskan masa kecilnya di Yogyakarta
tanah kelahirannya. Beliau memulai pendidikannya dari awal
yaitu dari Sekolah Dasar (SD) di Demak, Jawa Tengah pada
tahun 1950. Setg HSLb@i'i‘ﬁu/ enamatkan dl SD, maka

aMahur>1956 dan masih berada pada
a1 g&‘a}ﬂana Tiga tahun berada di
jenjang pendldlkan SMA, dan menamatkannya pada tahun

155 RAINAEE RIS Tl e Pt
Ekonomi Umverg m
Tahun EIS amatkan kuliah, beliau

berangkat gg menggali ilmu lebih
dalam lagl yaitu masuk anderbilt University yang
kemudian memperoleh gelar MA. Tahun 1965 beliau masuk
ke Lowa State University yang masih berada di Amerika
Serikat (Ph.D). Tahun 1979, beliau masuk ke Lembaga
Penelitian Pangan Stanford University, California Amerika
Serikat.

Profesi utama Mubyarto adalah dosen di Fakultas
Ekonomi Universitas Gajah Mada (UGM) yang berawal dari
tahun 1959 hingga tahun 2003. Salah satu jabatan penting di
dalam karirnya bersama UGM adalah pada saat menjabat

sebagai Kepala Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan dan
Kawasan (P3PK) UGM dari tahun 1983 hingga tahun 1994,
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Selama dipimpin oleh Mubyarto, P3PK secara intensif
melakukan berbagai penelitian di bidang pedesaan dengan
bekerjasama dengan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
Kemudian pada periode tahun 1987 hingga 1999, ia menjadi
anggota Majelis Permusywaratan Rakyat (MPR). Sejak tahun
2002, ia menjabat sebagai Kepala Pusat Studi Ekonomi
Pancasila (PUSTEP) UGM sampai beliau kemudian
meninggal pada tahun 2005. Pustep didirikan oleh UGM
dibawah pimpinan Rektor Sofyan Efendi untuk mendalami
dan mengembangkan konsep Ekonomi Pancasila yang telah
ramai menjadi bahan diskusi utama ekonomi Indonesia sejak
tahun 1980', untuk mengembangkan ilmu ekonomi yang
dapat membantu mahasiswa memahami
kenyataan-kenyataan &o i vai dihadapi di masyarakat,
mengkaji ulang teori @a konomi dalam pelajaran
ekonomi pada jenj dasar, menengah dan
tinggi, dan juga > imenemukan kebijakan-

kebijakan altemauMM}ﬁlﬂenyqahterakan rakyat,
menanggulangi kemiskinan dan mengatasi ketimpangan

ekonomi HrIPYNAEE PRE KT A S

Mubyarto pern E:]enjazat ebagai Penasehat Menteri
Perdagangan pada r i tahun 1971, Asisten
Kepala BadrN W $ gunan  Nasional
(BAPPENAS) tahun 19 ingga tahun 1998, dan Staf Ahli
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Keuangan, dan
Industri pada tahun yang sama. Dalam bukunya berjudul
“Apa dan Siapa: Sejumlah Orang Indonesia 1985-1986",
konsep Ekonomi Pancasila yang dikembangkan Mubyarto

sempat ditertawakan sejumlah kalangan. Konsepnya yang
sangat normatif dinilai sangat sulit untuk diterapkan di

'Sri-Edi Swasono, Membangun Sistem Ekonomi Nasional, (Jakarta: UI Press,
1987), him. 284.

*Mubyarto, Ekonomi Pancasila:Renungan Satu Tahun PUSTEP UGM,
(Yogyakarta: Aditya Media, 2003), hlm sampul.
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Indonesia meskipun dikembangkan dari dasar negara
Indonesia Pancasila. Satu hal yang selalu disampaikan
Mubyarto untuk menjawab kesalahpahaman yang telah
terlanjur menjadi pemahaman umum adalah bahwa dia bukan
penemu Ekonomi Pancasila. Dia hanya mengembangkan
lebih lanjut konsep Ekonomi Pancasila setelah idenya
didengungkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta, dan
pertama kalinya dirumuskan oleh Emil Salim.

Program Inpres Desa Tertinggal (IDT) adalah salah satu
program pemerintah yang diluncurkan Mubyarto pada tahun
1993 pada saat menjabat sebagai Asisten Menteri
Pembangunan Perenca asional/Kepala Bappenas, yaitu
menghibahkan més'-Ap%’an— tah kepada kelompok
masyarakat secara ahcningan menggunakan konsep

oleganya, misalnya yang
tergabung di dala 3Y ASE oro Ekonomika (YAE) seperti

sosiolog pedesaan*IPH/[Saylgih dan Direktur LSM Bima

Swadaya Bambang Isnawan. Program IDT sebagai program

pengen@WERasleﬂFA@un konsep hibah
dana bergulir ya 'li:!nb ngkan, oleh Mubyarto dkk sampai
sekarang masih% A bentuk program-program
lain di berbI:N@ N@gpmndonesm Kemudian
agar lebih jelas, maka peneliti akan memberikan poin-poin
karir beliau, diantaranya:
a. Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada
(UGM) dari tahun 1959 hingga beliau pension
b. Guru Besar Ekonomi UGM
Direktur Pendidikan Pascasarjana, fakultas Ekonomi
UGM dimulai tahun 1976
d. Direktur Riset Institute Fakultas Ekonomi UGM (1965-
1975
e. Peneliti pada Departement of Economics Research

School of Pasific Studies, Australian National University,
Canberra, Australia (1971-1972)
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Konsultan Menteri Perdagangan (1968-1973)
Ketua Asosiasi Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi;
1969-1973)
h. Kepala Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan dan
Kawasan UGM (1983-1994)
i. Asisten Menteri (Asmen) Il Menteri Negara (Meneg)
Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas
j. Staf  Ahli  Menko Ekuin Bidang Pemerataan
Pembangunan, dan penanggulangan Kemiskinan (17
April 1998)
k. Guru Besar dalam Ilmu Ekonomi Pertanian UGM. Pidato
pengukuhannya berjudul “Gagasan dan Metode Berfikir
Tokoh-Tokoh Bésar EK0fiomi)dan Penerapannya bagi
Kemajuan Kema asi ei 1979)
Pencetus Ide Eko
m. Kemudian kegna@n la
Asosiasi Ilmu P iihk yang biasanya disingkat

dengan AIPI yal@flﬂ)‘@ﬂ@ﬁ 1991, sebagai anggota

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

(MPR@MWEW@'@F@@@ Pekerja MPR
RI dari tahun 1 j§ﬁ7 nggota Dewan Riset Nasional
Kelompok pad A‘Mga tahun 1999, Editor
Bulletin gﬁ Ng;%t rra Australia, dan
sebagai Ketu Qggan onomika pada tahun

1980.

adalah sebagai anggota

Karya Mubyarto

Mubyarto semasa hidupnya dikenal paling fokus pada
ekonomi rakyat. Awal keberpihakan Mubyarto pada rakyat
tani bermula pada tahun 1969 yang mana ramai
diperbincangkan terkait peningkatan jumlah produksi beras,
diantaranya merupakan salah satu media yang merilis berita
berisi produksi beras tahun 1969 yang telah mencapai 11,14
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juta ton. Angka ini telah melebihi target awal yang ditetapkan
pemerintah yaitu sebesar 10,5 juta ton’.
Karya-karya beliau sudah banyak diterbitkan oleh berbagai
penerbit dalam bentuk buku dan berbagai bentuk karya-karya
lainnya. berikut: Adapun buku-buku beliau beserta penerbit,
tahun terbit dan kota terbitnya adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Karya Mubyarto

Karya Terkait Ekonomi Kerakyatan
No Judul Buku Tahun | Kota Terbit
l. | Pembangunan Ekonomi Indonesia | 1991 UGM Presss
2. | Pancasila economi<6yé§énﬁ'ﬂs ) 1993 | UGM Press
Feature and Concepfual Béisi %
3. | Ekonomi Pancasila:iG ag| [ 1993 | LP3ES
Kemungkinan § 0
4. | Masyarakat Terasing, 199A4199%:| | 1994 | BPPN
Kaji Tindak Programy-H}JI_- ||{=
5. | Keswadayaan Masyarakat Desa 1994 | Aditya Media
6 Einlng*gikQIVERsr l“%g Aditya Medi
. onomi Rakyat Itya Media
. EAM y
7. | Ekonomi PW 1) ]1996 | Aditya Media
8. | Dinamika Perubahan Sosial | 1996 | Aditya Media
Ekonomi Pedesaan
9. | Ekonomi  Pancasila: Lintasan | 1997 Aditya Media
Pemikiran Mubyarto
10. | Ekonomi Rakyat, Program IDT | 1997 | Aditya Media
dan Demokrasi Ekonomi
Indonesia
I'1. | Kembali ke Ekonomi Pancasila: 1998 Aditya Media
Pemerataan Pembangunan dan
Penanggulangan Kemiskinan

*Rilis berita Antara, “Dept. Perta”
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12. | Mendampingi Perkembangan 1998 Aditya Media
Ekonomi Rakyat: Laporan Kaji
Tindak Provinsi Sulawesi Tengah
13. | Krisis ekonomi dan 1998 | Aditya Media
perekonomian rakyat gugus Nusa
Tenggara
14. | Reformasi Sistem Ekonomi: Dari | 1999 | Aditya Media
Kapitalisme menuju Ekonomi
Kerakyatan
15. | Membangun Sistem Ekonomi 2000 | BPFE UII
16. | Prospek Otonomi Daerah dan 2001 BPFE UII
Perekonomian lndonesP,Easc.a_
Krisis Ekonomi 9 SRAM ;\
17. [ Amandemen Konstitusid 0 52001 | Aditya Media
Pergulatan Pakar Ekongm
18. | Pemberdayaan Ekono 12002 YAE Jakarta
dan Peranan Ilmu-llmu-Sosiaf ™1
19. | Pemberdayaan EkonoW’ﬁQﬁOOZ Aditya Media
dan Peranan Ilmu-ilmu sosial P
20. | Ekonomi Phaddsti: hn 12003\ [BPFE UII
Pikir dan Misi Pendi sat
Studi Ekonomi IlgL
21. | Ekonomi Pancdgita|Rg . I)A Aditya Media
Satu Tahun PUSTEP- UGM
22. | Ekonomi Pancasila Evaluasi Dua | 2004 | Aditya Media
Tahun PUSTEP UGM
23. | Revolusi Menuju Sistem 2004 | Aditya Media
Ekonomi Pancasila
24. | Teknokrat dan Ekonomi Pancasila | 2004 PUSTEP
UGM dan
Aditya Media
25. | Pendidikan Ekonomi Alternatif 2004 PUSTEP
UGM dan

Aditya Media
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26. | Ekonomi Pasar Populis 2004 | Aditya Media
dan PUSTEP
27. | A Development Manifesto: The 2005 Aditya Media
Resilience of Indonesian Ekonomi
Rakyat During The Monetary
Crisis
28. | Ekonomi Terjajah 2005 | Aditya Media

Karya Terkait Moral dan Etika

Ilmu Ekonomi, Ilmu Sosial dan 1980 YAE Jakarta
Keadilan

2. | Moral Ekonomi Pa 0 1982 Yayasan Idayu

3. | Sistem dan Moral ]:gono i || 1988 | LP3ES
Indonesia = 8

4. | Etos Kerja dan Koh%si Z11 1991 | Aditya Media

5. | Ekonomi dan Kead ﬁn S lal 211 1995 Aditya Media

Banyak lagi karya’kaﬂm%g lain, seperti penelitiannya
menge { gﬁs QJI.EA% (Sosek), Sosial
Budayuﬁv ’( arelang. Kedua,
Program InpreslSEl&rMal (IDT) di Indonesia.

Kemudian _ beliau ﬁEgmperoleh penghargaan,

dlantaranyelN D O

a) Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)

b) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) pada
tahun 1971

¢) Bintang Jasa Utama dari Presiden tepatnya pada tahun
1994,

B. Konsep Ekonomi Kerakyatan Mubyarto

Ekonomi kerakyatan dalam sejarahnya merupakan istilah

yang relatif baru. Istilah ini dipopulerkan untuk mengganti istilah
“ekonomi rakyat” yang konotasinya dianggap negatif dan
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bersifat diskriminatif. Dinilai negatif karena dilawankan dengan
ekonomi konglomerat, dan dinilai diskriminatif karena dirancang
secara terbuka untuk memihak pada salah satu sektor ekonomi
tertentu yaitu golongan ekonomi lemah yang disingkat GEL atau
rakyat kecil. Penilaian tersebut muncul di era paska
konglomerasi karena merasa keberatan atas kebijakan yang
diskriminatif datang dari golongan kuat/konglomerat yang harus
kehilangan hak-hak istimewa yang telah dinikmati selama
berpuluh-puluh tahun, khususnya pada tahun 1987-1994",

Selain itu yang lebih menarik adalah keberatan dari pakar-
pakar ekonomi muda yang kebanyakan baru pulang dari belajar
di luar negeri dengan gelar Ph.D. mereka merasa muak dengan
atan pesan politik dari
pemerintah Walaupun éa & bersifat membela rakyat
i ga ra pakar ekonomi, tetapi
karena pejabat pemerint Iitert jugd bergabung dalam partai
politik yang bersaing @la fa| PEMILU, maka pesan

tersebut dicurigai oleh %JM@J@MW muda. Keberatan

yang lainnya juga terhadap istilah ekonomi Pancasila adalah

karena para pUN*MER@{@N@ah Orde Baru
secara  sepihak me IH: i engertian  tersebut  dan
dimanfaatkan sebagai plS erbagal kebijakan yang
berpihak pada ekmm@Nﬁ.

Sidang istimewa MPR bulan November 1998 telah

menghasilkan sejumlah ketetapan reformatif terkait koreksi
fundamental dan tatanan-tatanan ekonomi Orde Baru. Salah satu
ketetapan tersebut berjudul “Politik Ekonomi Dalam Rangka
Demokrasi Ekonomi”, yang berarti perlunya menyusun politik

ekonomi baru yang berbeda, karena yang diterapkan pemerintah
Orde Baru tidak membangun dan mengembangkan ekonomi
rakyat. Dalam TAP MPRS No. XV1/1998° ditegaskan perlunya

*Mubyarto, Membangun Sistem Ekonomi, (Y ogyakarta: BPFE, 2000), him. 240.
*Ibid.
*TAP MPRS No. XV1/1998.
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penerapan sistem ekonomi kerakyatan yang berpihak pada upaya
pemberdayaan ekonomi rakyat’.

Pemberdayaan tersebut dianggap penting bukan hanya karena
ketertinggalan sektor ekonomi rakyat dari sektor ekonomi
menengah dan besar, tetapi juga karena ketimpangan ekonomi
yang besar menimbulkan kecemburuan sosial. Kemiskinan dan
kesenjangan ini menjadi masalah besar bagi Indonesia pada akhir
abad 20 dan awal abad 21 yang merupakan akibat dari
bekerjanya sistem ekonomi kapitalis liberal®.

Ada tiga pemikiran penting tentang ekonomi kerakyatan
yang terdapat dalam buku-buku karya Mubyarto yang menjadi
sumber primer dan perlu_dikemukakan di sini dengan sekaligus

menganalisisnya  dehng intertekstual. Ekonomi
kerakyatan disini bisa—di Sebagai subsistem dari sistem
ekonomi Pancasila’.

1. Sistem Ekonomi Ke in_Mubyarto

SHIEL e

Pemikiran pertama adalah terkait sistem ekonomi

Indonedia) [abie\didaza-Mubao L0dam pemikirannya,
masalah siste no ndonesia disebutkan secara
eksplisit dala "]gLA u primer dalam penelitian
ini. Bem‘N@@NEngaAEkonomi Pancasila
Renungan Satu Tahun yang menyebutkan bahwa pandangan
skeptis para ekonom terkait ekonomi kerakyatan yang
dipopulerkan Mubyarto dengan sebutan Ekonomi Pancasila
adalah ekonomi yang bukan-bukan, yang artinya bahwa

ekonomi Pancasila bukan ekonomi kapitalis, dan bukan
ekonomi sosialis'’

"Mubyarto, Membangun Sistem Ekonomi, (Yogyakarta: BPFE, 2000), hlm. 243.
*1bid, him. 244.

’Edy Suandi Hamid, Ekonomi Indonesia dari Sentralisasi ke Desentralisasi,
(Yogyakarta: UII Press, 2006), him. 33.

""Mubyarto, Ekonomi Pancasila: Renungan Satu Tahun PUSTEP UGM,
(Yogyakarta: Aditya Media, 2003), him. 1.



64

Ditambahkan pula bahwa sikap hidup, sistem nilai, dan
budaya bangsa Indonesia yang berideologi Pancasila diakui
lebih dekat pada aliran ilmu ekonomi sosial yang
mementingkan keserasian sosial sebagai tujuan hidup
manusia''. Pemikiran tersebut salah satu yang melatar
belakanginya adalah hasil dari penelitian-penelitian tentang
ekonomi kerakyatan yang contohnya di Kabupaten Kutai
Barat, bahwa aksi nyata atau praktek ekonomi yang
berdasarkan Pancasila sangat mudah ditemukan di lapangan
tanpa upaya-upaya yang ekstra keras dan para pelaku
ekonomi rakyat tersebut melaksanakannya dengan penuh

kesadaran Pokok -poka erkait SlStem ekonomi ini

gagasan  tokoh Pe mie dunia bagi sistem
perekonomian yané,J dikem

dinyatakan bahwa ilmu é rupakan_ilmu sosial atau
ilmu keuMk ﬂg‘rﬁp dikan  untuk
kepentingan kemajlsrp_ ia ". Ditambahkan pula
bahwa sistem ekonomi Pancasila memerlukan banyak ahli

yang mengkajlmm@NE&lﬂh pemikiran untuk
membuat desain sistem ekonomi Indonesia yang lebih baik
dengan berdasarkan pada ideologi Pancasila.

Mubyarto berpendapat dalam bukunya yang lain bahwa
teori ekonomi neoklasik yang digunakan selama ini tidak

ekan di Indoensia dan

sesuai dengan kondisi ekonomi Indonesia. Sebaliknya teori
ekonomi Pancasila merupakan teori asli yang berdasar pada
data induktif empirik yang mampu menggambarkan ekonomi

" Ibid, him. 11.

“Ibid, hlm. 10.

“Ibid, hlm. 19.

"Mubyarto, Gagasan Besar Ekonomi dan Kemajuan Kemanusiaan: Antara
Hmuwan dan Seniman Ekonomi, (Y ogyakarta: Aditya Media, 2004), him. 22.
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riil di Indonesia. Tanpa ada penyimpangan dari teori
ekonomi pasar'’. Pemikiran Mubyarto terkait sistem ekonomi
Indonesia ini ditegaskan lebih detail lagi dalam buku primer
terakhir yang tertulis sebagai berikut: Sistem ekonomi
Pancasila merupakan aturan main tentang hubungan-
hubungan ekonomi yang mengatur hubungan koordinatif
antara manusia satu sama lain dalam kehidupan
bermasyarakat dalam usaha memenuhi kebutuhan-kebutuhan
hidupnya, baik kebutuhan hidup materiil, sosial, maupun
moral'®. Terlihat dari kecenderungan manusia yang
menginginkan kehldupan yang sejahtera dan bahagia maka
perlu adanya Kkese dari pemenuhan ketiga

pengertian dari S
: : .M
Ekonomi Nasio esia |yang berasas kekeluargaan

pemihakan yang@”ﬁ,{ﬂw@kguh pada ekonomi rakyat.

Pemihakan dan perlindungan ditujukan pada ekonomi rakyat

yang MMER&?AS’ tahun Indonesia
merdeka selar:lsl;:ﬁ Syarat mutlak berjalannya
sistem ekono afig" berkeadilan sosial adalah
berdaulat WW&'A bidang ekonomi, dan

berkepribadian di bidang budaya.

Pancasila harus terus menerus menjadi pedoman arah
perilaku ekonomi bangsa dan warga bangsa, dan menjiwai
setiap kebijaksanaan ekonomi yang diambil oleh pemerintah,

“Mubyarto, Teori Ekonomi dan Kemiskinan, (Yogyakarta: Aditya Media,
2004), him. 16.

"®Mubyarto, Ekonomi Pancasila: Evaluasi Dua Tahun PUSTEP UGM,
(Yogyakarta: Aditya Media, 2004), hlm. 13.

”Mubyano, dkk., Ekonomi Kerakyatan, (Jakarta: Lembaga Suluh Nusantara,
2014), him. 9.
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prinsip dari ekonomi kerakyatan menurut Mubyarto, antara

lain'®:

a. Roda kegiatan eckonomi rakyat digerakkan oleh
rangsangan-rangsangan ekonomi, sosial, dan mora

b. Ada tekad kuat dari seluruh warga bangsa untuk
mewujudkan kemerataan sosial, yaitu tidak membiarkan
terjadinya dan berkembangnya ketimpangan ekonomi dan
kesenjangan social

c. Nasionalisme ekonomi
Dalam era globalisasi makin jelas adanya urgensi
terwujudnya perekonomian nasional yang kuat, tangguh,
dan mandiri

d. Koperasi merupakan s@o@ﬁ‘?u eRonomi nasional

e. Ada keseimbanga

perencanaan ekon@jﬁﬂ%@engan pelaksanaannya di
daerah-daerah.

Sisten_3{ougin AERER {52 gy Mubyarto”
ditopang oleh lima,plagtform [sub sjstem) yang membentuk
satu kesatuan sistenl olistik. Sila Ketuhanan

dan kemanuslN@@NE@fﬂl) sistemnya, sila
persatuan dan kerakyatan merupakan cara
(operasionalisasinya) dan sila keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia merupakan tujuan yang hendak dicapainya.
Platform (pilar) tersebut antara lain:
a. Ekonomika Etik
Ekonomika etik yang mengandung prinsip “roda kegiatan
ekonomi bangsa digerakkan oleh rangsangan ekonomi,
sosial, dan moral”. Awalnya para founding father
merumuskan “politik kemakmuran”, “keadilan sosial”,

""Mubyarto, Ekonomi Rakyat dan Program IDT, (Yogyakarta: Aditya Media,
1996), him. 1-2.
""Mubyarto, Membangun Sistem Ekonomi, (Yogyakarta: BPFE, 2002), him. 30.
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dan pembangunan karakter bangsa yang dilandasi
semangat penerapan ajaran moral dan agama. Itu berarti
pembangunan ekonomi harus beriringan  dengan
pembangunan moral atau karakter bangsa dan ditujukan
untuk menjamin keadilan antar sesama makhluk ciptaan
Allah, tidak sekedar pembangunan materiil semata.

Kondisi ini menegaskan perlunya revolusi moral ekonomi
menuju pengejawantahan pilar sistem ekonomi kerakyatan
yang digagas Mubyarto yang bermoral dan tidak sekuler.
Hal ini ditempuh melalui upaya-upaya serius dan
konsisten untuk melakukan penegakan hukum terhadap
praktik-praktik ¢
dan sosial sepéeti; san korupsi, illegal logging,

penyelundupa pornoaksi’.
b. Ekonomika H
Ekonomika m_aitu kemerataan  sosial

merupakan  kehs warga masyarakat untuk

mewujudkan kéﬁi‘ﬁ%&w@hl tidak membiarkan terjadi

dan  berkembangnya ketimpangan ekonomi dan

kes@M\&zER&fﬁA@h lama tertuang
dalam bagian sap Pasal 33 UUD 1945 yang sudah
di amandemellgim AsMemakmuran masyarakatlah
yang leESigmuran orang-seorang.
Akan tetapi ketimpangan sosial-ekonomi hingga saat ini
susah diperkecil.

Ekonomika humanistik berfungsi sebagai platform
ekonomi yang memperjuangkan pemerataan dan moral
kemanusiaan melalui upaya-upaya redistribusi
pendapatan, asset, dan kekayaan. Hal ini ditempuh melalui
optimalisasi penarikan dan penyaluran zakat dan pajak,

2OEdy Suandi Hamid, Sistem Ekonomi, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2008),
hlm. 6.22.
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dan  instrumen-instrumen  redistribusi  pendapatan
lainnya®".
c. Nasionalisme Ekonomi

Nasionalisme ekonomi yaitu nasionalisme ekonomi,
bahwa dalam era globalisasi makin jelas adanya urgensi
terwujudnya perekonomian nasional yang kuat, tangguh,
dan mandiri. Kemandirian bukan saja menjadi cita-cita
akhir pembangunan nasional, melainkan juga prinsip yang
menjiwai setiap proses pembangunan itu sendiri. Ini
mensyaratkan bahwa pembangunan ekonomi harus
berdasarkan pada kekuatan lokal dan nasional untuk tidak
hanya mencapai nilai tambah ekonomi, melainkan juga
nilai tambah sosi lqk{ﬁ ral) yaitu peningkatan martabat
dan kemandirian bangsg
Pokok  perhatia %
pemberdayaan ekonomi

2
O
Qberikan pada upaya

. . Z
ekonomi nasional.|Pe

proteksi, seperti h%}@ﬂ@]komodims pertanian, dan

menolak agenda-agenda liberalisasi perekonomian jika itu

dilakuk@M‘@éE%ia@Ae omi nasional.
Upaya tersebut $ idukung melalui kampanye intensif
penggunaan prcflle mm negeri yang berbasis
sumber da;lN@:@Nglgr%si ekonomi rakyat.

Privatisasi BUMN strategis harus dihentikan, begitu juga
dengan liberalisasi perdagangan (impor) yang merugikan
pelaku ekonomi rakyat, khususnya petani dan industri
kecil dalam negeri®.

Y'Edy Suandi Hamid, Sistem Ekonomi, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2008),
him. 6. 22-23.

Qri Edi Swasono, Kebersamaan dan Asas Kekeluargaan: Kerakyatan,
Nasionalisme dan Kemandirian, (Jakarta: UNJ Press, 2004).

PEdy Suandi Hamid, Sistem Ekonomi, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2008),
hlm. 6. 23.
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d. Demokrasi Ekonomi
Demokrasi ekonomi berdasarkan kerakyatan,
kekeluargaan: koperasi dan wusaha-usaha kooperatif
menjiwai perilaku ekonomi perorangan dan masyarakat.
Prinsip tersebut dijiwai oleh semangat Pasal 33 UUD
1945 yang kini sudah berganti menjadi UUD 2002
(amandemen keempat). Perubahan tersebut
menghilangkan seluruh penjelasan UUD 1945 termasuk
penjelasan Pasal 33 yang berisikan prinsip-prinsip
demokrasi ekonomi dan landasan konstitusional koperasi.
Platform ini berusaha mengembalikan hakikat demokrasi

i -»-- kerakyatan dengan ciri

eh spmua, untuk semua, dibawah

ekonomi atau T
“produksi dike yakan 0

pimpinan atau "mr)e ! d?lgota anggota masyarakat.”

Hal ini peningkatan kemampuan
masyarakat ( %alul asi) dalam pemilikan faktor-
faktor produksi,=d si,_dan konsumsi nasional. Dalam

hal ini terma"jKﬂ Mﬂ@ an peranan Koperasi dan

peranan pekerja dalam kepemilikan saham dan

pendarh pibh Wb frmshb Epdithad, S

e. Ekonomi Ber ilan q ! .
Keseimbanga erasi, dan seimbang dari

perenca’N @@';&@n pelaksanaannya di

daerah-daerah, desentralisasi ekonomi dan otonomi yang
luas, bebas dan bertanggung jawab, menuju perwujudan
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan
keadilan sosial juga mencakup keadilan antar wilayah
(daerah), yang memungkinkan seluruh wilayah di
Indonesia berkembang sesuai potensi masing-masing.

Pengamalan konsep ekonomi kerakyatan bila dikaitkan ke

dalam sila-sila Pancasila yaitu:

a. Sila pertama Pancasila: ketuhanan menjadi awal
permulaan dari gagasan ckonomi kerakyatan, juga

Ibid, him. 6. 24.
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menjadi tanda bahwa pengejawantahan nilai ketuhanan
dalam ekonomi kerakyatan Mubyarto adalah karena
Mubyarto menganut agama Islam dengan nilai tauhid
menjadi landasan awal dalam setiap perbuatan seorang
muslim.

b. Sila kedua Pancasila: nilai kemanusiaan yang sesuai
dengan moral dan etika juga menjadi semangat ekonomi
kerakyatan yang diusung Mubyarto untuk mencapai
kemakmuran rakyat.

c. Sila ketiga Pancasila: adanya persatuan demi
terwujudnya ekonomi yang sesuai dengan Kkultur
masyarakat di Indonesia, baik dari rakyat kecil,

menengah, atas,hhiﬁﬁ'gf"fbel%ﬂ:rintah yang menjamin
kestabilan antar éma@(ab dalam setiap aktivitas
ekonomi. @ v g

d. Sila keempat Pan%sila kikdt | demokrasi ekonomi atau
sistem ekonomi|=ke tan”> |dengan ciri: produksi
dikerjakan oleh semy/{urftlil>$¢mua, dibawah pimpinan

atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Hal ini

dilakuKag) Nl;W pen gk fa] Teipdpfugn masyarakat
(melalui kopi[g dalam , pemilikan faktor-faktor
produksi, distribufst; !HM nasional.

e. Sila kelir'N@@NEJSIWilan sosial juga
mencakup keadilan antar wilayah (daerah), yang

memungkinkan  seluruh  wilayah  di  Indonesia

berkembang sesuai potensi masing-masing.

Tokoh lain yang menyatakan bahwa perekonomian
Indonesia adalah ekonomi berdasarkan kerakyatan yaitu Sri

Edi Swasono, yang merupakan Dosen Fakultas Ekonomi
Universitas Indonesia, beliau menyebutkan perekonomian
Indonesia disusun berdasar falsafah dan ideologi Negara
Indonesia, yaitu Pancasila. Perekonomian yang disusun
berdasarkan Pancasila adalah Ekonomi Pancasila, yang
artinya bahwa perekonomian Indonesia adalah Ekonomi
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Pancasila®. Beliau merupkan salah satu dari sedikit pakar
ekonomi Indonesia yang berani mengatakan bahwa sistem
ekonomi Indonesia seharusnya secara mantap disebut dengan
Sistem Ekonomi Pancasila®®. Sri Edi juga menyebutkan
bahwa secara ideologis normatif sumber daripada dasar
penjabaran ekonomi Pancasila adalah Pancasila itu sendiri,
seperti halnya yang dinyatakan dalam Pembukaan Undang-
Undang Dasar 1945, juga khususnya pasal 33 Undang-
Undang Dasar 1945, selanjutnya pasal-pasal 23, 27 ayat (2),
dan 34 Undang-Undang Dasar 1945 memberikan isi dan
dimensi lebih lanjut terkait Ekonomi Pancasila itu sendiri®’
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sistem ekonomi s n;ga?'t‘e’a‘lé'\ltf ;
dan sosial budaya %(e a&n
tersebut dikembangka#® lam tnya Edy Suandl Tokoh
Pembangunan E
menjelaskan bahwa

Ekonomi yang me’fjﬁﬁﬂ‘ﬂ‘gg‘{d@}a sila dalam Pancasila, yang

terwujud dalam lima landasan ekonomi, yaitu ekonomi

moralisﬁ@ N})MEIR&}S | MOS kemanusiaan,
nasionalisme AM&H ekonomi (ekonomi
kerakyatan yang mencapai keadilan sosial
s N OIS |

alaman ke sepuluh dari buku Ekonomi Pancasila Renungan
Satu Tahun PUSTEP UGM menyatakan bahwa pelaksanaan
ekonomi yang sesuai dengan Pancasila adalah berdasar

Sri Edi Swasono, Kebersamaan dan Asas Kekeluargaan: Kerakyatan,
Nasionalisme dan Kemandirian, (Jakarta: UNJ Press, 2004), him. 152.
“*Mubyarto, Membangun Sistem Ekonomi, (Yogyakarta: BPFE, 2000), him.
241.

*’"Mubyarto, Membangun Sistem Ekonomi, (Yogyakarta: BPFE, 2000), him.
153.

28Edy Suandi Hamid, Sistem Ekonomi, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2008),
him. 6. 20.
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kerjasama, bukan ekonomi yang berdasar persaingan bebas®’
Ditambahkan pula bahwa ekonomi Pancasila sebagai ilmu
ekonomi kelembagaan yang mementingkan keserasian sosial
sebagai tujuan hidup umat manusia. Sehingga asas
kekeluargaan menjadi ciri semangat ekonomi yang hidup dan
dipraktekkan dalam kehidupan riil ekonomi rakyat’’. Lebih
tegas lagi dalam misi PUSTEP dijelaskan bahwa jika satu
pemerintah  kota/kabupaten memiliki  program  yang
mengarah untuk mewujudkan keadilan sosial atau
mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur maka bisa
dikatakan telah menerapkan sistem ekonomi Pancasila®'

Penjelasan mengenai ciri-ciri_sistem ekonomi Pancasila ini
akan lebih detail dije a;;k@r&aﬁﬁny uku Teori Ekonomi dan
Kemiskinan dalam t gi‘l mU erakyatan yang digagas
oleh Mubyarto ini. kan pada data induktif
empirik Indonesia rgalﬁ;har ekonomi riil (real
economic life), juga t’-h:la mpang dari teori ekonomi

pasar. Ekonomi Pa@éﬁj%&ﬁ@i ekonomi pasar yang

berorientasi sepenuhnya pada ekonomi rakyat, ekonomi pasar

yang PancUNb/W Eﬂasqlﬁlﬁﬂ sng Maha Esa,
bermoral kemanusi yang aill dan beradab, bermoral
nasionalisme/kebanr erakyatan, sepenuhnya
diarahkan pa W dilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia glﬁ

a. Memiliki semangat bekerjasama untuk mencapai tujuan

bersama
b. Memiliki asas kekeluargaan

¢. Memihak pada rakyat miskin
d. Menerapkan praktek ekonomi yang bermoral

Mubyarto, Ekonomi Pancasila:Renungan Satu Tahun PUSTEP UGM,
(Yogyakarta: Aditya Media, 2003), him. 10.

**Mubyarto, Ekonomi Pancasila:Renungan Satu Tahun PUSTEP UGM,
(Yogyakarta: Aditya Media, 2003), hlm. 11.

*'Ibid, him. 19.

*Mubyarto, Teori Ekonomi dan Kemiskinan, (Yogyakarta: Aditya Media,
2004), him. 16.
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e. Nasionalistik, bermoral, berasas kerakyatan dan mengarah
pada upaya mewujudkan keadilan sosial®*.

Ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila yang telah disebutkan

tersebut kemudian disusul dengan langkah kongkrit reformasi

kebijakan dalam lima program aksi sebagai berikut**

a.  Revolusi cara berpikir dari pembangunan industrialisasi
ke pembangunan pertanian dan perdesaan

b.  Penghentian privatisasi BUMN dan utang luar negeri
dengan mengandalkan pendanaan pembangunan dari
sumber pajak dan tabungan dalam negeri

c.  Membangkitkan semangat nasionalisme/kebangsaan
dalam penyusunarn akan dan strategi pembangunan

d. Merubah ogtc)n endidikan ekonomi di seluruh
i ckolah  lanjutan  dengan

e.  Menutup peluangZKKN “dalam penyusunan kebijakan

ekonomi, khus@ﬁ‘ﬂ&gﬂﬁ@blhak pada konglomerat.

Ciri ekonomi kerakyatan menurut Prof. Sri Edi Swasono,

adalahUNIVERSITAS
. Ketuhanan Y Irmh A ng artinya ada etika moral
yang berasas ](% berdasarkan materialisme,
tetapi W.@NE Saifig/telah ditetapkan oleh
Allah

b. Kemanusiaan yang adil dan beradab, maksudnya ekonomi
yang modern atau ekonomi yang non-Neo-klasikal tidak
mengenal kekerasan, penghisaban, ataupun riba’

c. Persatuan berdasar sosio-nasionalisme yang artinya
ekonomi berasaskan kebersamaan dan kekeluargaan,
gotong royong, bekerja sama dan tidak saling mematikan

“Mubyarto, Teori Ekonomi dan Kemiskinan, (Yogyakarta: Aditya Media,
2004), him. 13.
“Ibid, him. 18.
“Mubyarto, dkk., Ekonomi Kerakyatan, (Jakarta: Lembaga Suluh Nusantara,
2014), him. 49.
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d. Kerakyatan berdasar demokrasi ekonomi, kedaulatan
ekonomi, mengutamakan hajat hidup orang banyak,
ekonomi rakyat sebagai dasar perekonomian nasional

e. Keadilan sosial secara menyeluruh, artinya kemakmuran
rakyat yang utama, bukan kemakmuran orang-seorang,
berkeadilan, berkemakmuran

Pembahasan yang ditulis peneliti di atas mengungkapkan

terkait munculnya gagasan ckonomi kerakyatan oleh

Mubyarto yang lebih spesifiknya dinamai dengan Ekonomi

Pancasila. Kemunculan gagasan tersebut tidak lepas dari

kecemasan yang timbul dalam diri Mubyarto mengenai

sistem ekonomi yang tepat untuk masyarakat Indonesia,
disesuaikan dengan @e%@ﬁﬁh -permasalahan ekonomi
ln&nesia, baik itu kondisi

O0rde Baru, bangunan

yang ada di seluru (:d
kebijakan pemerint b
pemikiran yang tecm kar ekonomi Indonesia,
hingga masalah perek dirasakan langsung oleh

masyarakat pada sa@*‘“ﬁM@’pun demikian, gagasan

Mubyarto terkait ekonomi kerakyatan yang dinamainya

dengan_ o] \PAFRRFIR, SorfeRAph diperlukan
pengembangan agajsﬁﬂan tersebut benar-benar mampu
dikatakan sebagai konomi alternatif yang

dijadikan pequEg\PA oleh masyarakat

Indonesia.

Etika Dan Moral Ekonomi Kerakyatan Mubyarto

Pemikiran yang kedua ini terkait etika dan moral
ekonomi Pancasila. Walaupun di setiap buku primer dalam
penelitian ini tidak secara eksplisit menjelaskan terkait etika
dan moral, akan tetapi penjelasan singkat atau kata kunci
terkait moral selalu diulang dalam penjelasan-penjelasan
singkat. Hal ini bisa dikarenakan sudah terdapat satu buku
khusus yang ditulis Mubyarto terkait etika dan moral
ekonomi kerakyatan yang digagasnya, sehingga dalam karya-
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karya selanjutnya hanya merupakan pengulangan dan
penekanan gagasan.

Salah satu tulisan Mubyarto menyebutkan bahwa yang
tidak bermoral adalah yang tidak memihak pada rakyat
miskin. Menjadi sebuah panggilan sosial dan panggilan
moral untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia yang merupakan tujuan akhir dari Pancasila®.

Mubyarto juga mengungkapkan bahwa pendalaman
dalam setiap ilmu dan pengembangannya perlu mengacu
pada ajaran-ajaran Tuhan karena bangsa Indonesia
merupakan bangsa yang ber-Ketuhanan. Salah satunya dalam
melakukan aktivitag ekonomi dan bisnis yang harus memiliki
kesadaran bahwa Mn{lS'EI(A()'ﬁAonQ', jika tetap menganggap diri
sebagai bagian atl.(gca i rr% sosial dan ilmu moral, maka
harus menjaga kelriduga I masydrakatnya untuk tetap aman,
in| Ditambahkan pula bahwa
asyarakat yang bermoral, adil,

masyarakat Pancasila a

makmur, dan kartd=gh
Unsur etika atau moral dalam ilmu-ilmu non agama

menjad@M MER}SJFLFA.SWM halnya ilmu
ekonomi yang rung, bersifat teknis matematis dan
membuat gelis %%(Ma, menimbulkan sebuah
gerakan uxINS%ekonomika etik atau
moral ekonomi, yang mana memberikan tempat penting bagi
peranan ilmu etika yang bersumber pada ilmu agama.
Ekonomika etik yang dimaksudkan disini adalah ilmu
ekonomi yang tidak mengajarkan keserakahan manusia atas
alam benda, tetapi mengajarkan manusia untuk mengatur dan

mengendalikan diri. Sehingga dengan kata lain ekonomika
etik berbeda dengan ekonomi konvensional, yang

*Mubyarto, Teori Ekonomi dan Kemiskinan, (Yogyakarta: Aditya Media,
2004), him. 12.

HMubyan‘o, Ekonomi Pancasila: Evaluasi Dua Tahun PUSTEP UGM,
(Yogyakarta: Aditya Media, 2004), hlm. 16.

*Ibid, hlm. 17.
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mempunyai sifat homo ekonomikus dan cenderung serakah,
tetapi sebagai manusia etik yang utuh selalu mengendalikan
pemenuhan kebutuhan, sampai batas-batas yang pantas dan
wajar sesuai dengan ukuran-ukuran sosial dan moral™.
Selain itu, ekonomika etik juga mengajarkan bahwa hidup
manusia tidak terbatas pada hidup yang sekarang dijalani,
tetapi juga hidup yang nanti akan dijalani setelah manusia
menemui ajalnya, atau hidup di dunia dan di akhirat. Dari
gagasan-gagasan tersebut terlihat bahwa penjelasan terkait
moral dan etika tidak dijelaskan secara detail, dalam karya
Mubyarto, akan tetapi menjadi satu benang merah bila
dibahas keseluruhan k
moral dan juga per
utuhnya Mubyarto
ditulis jauh sebelum
terbit. =
Sri Edi Swasono=m salah satu garis besar
ekonomi Pancasila y@fgﬂ&gﬁﬁ@gl pada sila-sila daripada
Pancasila, yaitu berorientasi pada etik moral agama, bukan

materialisr@ M\)GER glﬁrm 3-1 Pancasila

(Ketuhanan Yangatgn E;& an, juga sila-sila lainnya,

orientasi modernis In- engenal pemerasan atau

eksploitasi (k1ﬂ@®m5claﬁeradab), orientasi
ra

persatuan seca ekeluargaan dan kebersamaan, orientasi
kerakyatan (demokrasi ekonomi yang mengutamakan
ekonomi rakyat dan hajat hidup orang banyak), dan terakhir
orientasi keadilan sosial (kemakmuran masyarakat yang

liau yang berkaitan dengan
nk%'riéaf@)k/ embali terkait gagasan
g Z .

ada ral dan ekonomi yang
er dalam penelitian ini

utama, bukan kemakmuran orang-seorang).

Pembahasan di atas menunjukkan bahwa sistem ekonomi
yang digagas oleh Mubyarto mengutamakan pembangunan
manusia dalam aktivitas ekonomi, baik itu aktivitas ekonomi
oleh individu maupun dalam kelompok masyarakat yang

*Mubyarto, Ekonomi Pancasila: Evaluasi Dua Tahun PUSTEP UGM,
(Yogyakarta: Aditya Media, 2004), Him. 7.
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lebih luas. Harapan besar dalam muatan gagasan ekonomi
Pancasila dari Mubyarto ini adalah munculnya sistem
ekonomi yang sesuai dan dapat menciptakan rasa
kemandirian ekonomi dalam masyarakat, yang tidak hanya
mengandalkan fasilitas atau dana dari pemerintah, dan lebih
penting lagi bisa memperkecil hingga menghapus
kesenjangan antara masyarakat yang berpenghasilan besar
dan masyarakat yang berpenghasilan kecil.

3. Implementasi atau Penerapan Ekonomi Kerakyatan Mubyarto

Pemikiran terakhir terkait ekonomi kerakyatan Mubyarto
ini masuk dalam mnﬁ{‘ﬁk"g‘io?is, dalam salah satu karya
.

dari gagasan ekonomikerd! an Mubyarto ini, yaitu pada
tanggal 12 Agus%s 2(] byarto bekerjasama dengan
UGM  Yogyakarta iri PUSTEP* (Pusat Studi

Ekonomi Pancasi@%ﬂ%ﬂj@‘dian disambut pembentukan
Komisi Ad Hoc Kajian Ekonomi Pancasila pada Direktorat

Jenderd) ) Pedfitdjkdn= NasfondI T Dlitafibah lagi  setelah
berdirinya PUSI%ILU_(I}Ak mudian diikuti pembentukan
Pusat Studi Ek =Ker IMn (PSEK) di Universitas
Sarjanawiypa Jamaf S fdpadaindyal 16 Agustus 2003"".
Keseluruhan penerapan gagasan ekonomi kerakyatan
Mubyarto ini semata-mata menginginkan penyumbangan
teroi-teori dan ilmu ekonomi (yang sesuai dengan kultur
Indonesia) yang benar-benar membumi dan memberikan
manfaat pada masyarakat/bangsa Indonesia khususnya wong
cilik.

Adapun praktek-praktek kehidupan riil dan kegiatan
ekonomi rakyat yang mengacu pada sistem (aturan main)

“Mubyarto, Revolusi Menuju Sistem Ekonomi Pancasila, (Yogyakarta: Aditya
Media dan PUSTEP UGM, 2004), hlm. 20.
“"Mubyarto, Revolusi Menuju Sistem Ekonomi Pancasila, (Yogyakarta: Aditya
Media dan PUSTEP UGM, 2004), him. 20.
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ekonomi Pancasila, seperti salah satu contohnya adalah
kehidupan seorang pengemudi spead boat yang bernama
Zamrani (umur 26 tahun) yang hanya tamatan SD 6 tahun
menegaskan ekonomi Pancasila dalam aksi, yaitu dalam
pelayanan jasa transportasi di Sungai Mahakam Kalimantan
Timur, yaitu diantara 79 spead boat dan 60 taksi yang
semuanya dimiliki warga Kota Bangun. Spead boat tersebut
hanya melayani penumpang dari Melak untuk tujuan Kota
Bangun pulang-pergi (Kutai Barat dan Kutai Kartanegara),
sedangkan taksi kijang dan lain-lain seperti kendaraan mini
bus hanya untuk melayani penumpang dari Kota Bangun ke
tujuan Tenggarong, Samarinda dan Balikpapan Bagi-bagi

rejeki ala ekonomi raky =
ﬁhy‘-ag& ekonomi Pancasila di
Kalimantan Timur®. |

Kota Bangun be Al :
Samarinda yang be darab | sekitar 300 km, dan

merupakan situs ke@@ﬂi@ﬂ@nbangun Mulawarman.

Kondisi kemerataan sosial masyarakat kota Bangun seperti

yang dicWVER@lTA%casila yaitu
kemanusiaan yang da eradab, jelas merupakan
gagasan asli mas MMyang berkembang di
banyak masya'N@@lNEgt m di Indonesia. Hal

tersebut merupakan gagasan orisinil Bung Karno yang
menyatakan bahwa Pancasila adalah hasil galian dari gagasan
dan pandangan hidup asli masyarakat Indonesia, bukan
jiplakan atau khayalan dari budaya luar Indonesia®’. Akan

nyata telah dlterapk

tetapi mengapa praktek kehidupan riil ekonomi rakyat ini
berjalan tersendat-sendat, alasannya karena politik ekonomi
yang dijalankan pemerintah terlalu bersifat liberal dan
berpihak kepada konglomerat. Saat Krisis Moneter pada
tahun 1997-1998, walaupun keberpihakan pemerintah pada

42 .

Ibid, Him. 21.
43Mubyarto, Ekonomi Pancasila Renungan Satu Tahun PUSTEP UGM,
(Yogyakarta: PUSTEP UGM, 2003), hlm. 7.
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konglomerat belum sepenuhnya hilang, tetapi gerakan
ekonomi kerakyatan yang dipicu semangat reformasi
memberikan iklim segar pada berkembangnya sistem
ekonomi Pancasila yang berpihak pada ekonomi rakyat*.
Implementasi lainnya adalah adanya program IDT
(Impress Desa tertinggal) yang dicanangkan pada tahun
1994-1997. Program Impres Desa Tertinggal (IDT) adalah
salah satu program pemerintah yang diluncurkan Mubyarto
pada tahun 1993 pada saat menjabat sebagai Asisten Menteri
Pembangunan Perencanaan Nasional/Kepala Bappenas, yaitu
menghibahkan ~ dana  pemerintah  kepada  kelompok
masyarakat secara awarah dengan menggunakan konsep
dana bergulir. P rzllﬁlfﬁﬁ‘l"/ii i adalah hasil pemikiran
Mubyarto bersa n 1 leganya, misalnya yang
tergabung di dalam?Y ay@safiA gro Ekonomika (YAE) seperti

Swadaya Bambang-Isnawan. Program IDT sebagai program

pengentasan kemis‘ﬁﬁ%ﬁ@}hemi, namun konsep hibah
dana bergulir yang dikembangkan oleh Mubyarto dkk sampai

sekaranUNlI MEIR &iﬂ%ﬁuﬁrogram-program
lain di berbagai sgkterpembhangunan di Indonesia.
lmplementasi%r'g‘dﬁM terkait gagasan ekonomi
kerakyatan Ntubaiy¢ ipi Wiga-nfempgflihatkan peran Negara
dalam pembangunan ekonomi Indonesia melalui ekonomi
kerakyatan. Sesuai Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 34 terkait peran
negara dalam sistem ekonomi kerakyatan yang telah
dijelaskan di kerangka teori pada bab sebelumnya dan
melihat penerapan gagasan ekonomi kerakyatan Mubyarto di
Indonesia belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, karena
masih digunakannya sistem ekonomi yang tidak sesuai

dengan  kultur Indonesia, juga konglomerat yang
menggunakan hartanya untuk menyuap pemerintah.

*“Mubyarto, Revolusi Menuju Sistem Ekonomi Pancasila, (Yogyakarta: Aditya
Media dan PUSTEP UGM, 2004), him. 21.
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Ketiga Pernyataan pemikiran Mubyarto terkait ekonomi
kerakyatan di atas tersebut ditambah dari hasil wawancara
dengan Pak Putut, seorang anggota lembaga PUSTEP UGM
yang merupakan lembaga pengembangan pemikiran
ekonomi Pancasila Mubyarto, terkait latar belakang
munculnya pemikiran ekonomi Pancasila dari Mubyarto,
bahwa arus pemikiran ekonomi dunia yang selalu mengarah
pada peran Negara dan peran pasar (State and market
driven), dikotomi tersebut menjadi pemicu Mubyarto dalam
menggali peran manusia, sebagai faktor ketiga dalam
pembangunan ekonomi altematlf yang sesuai dengan
ideologi Indonesia yait :

[SLAM

Pernyataan lain gang memperkuat pendapat peneliti

adalah dari wawancarg d "~.’o Edy Suandl Hamld‘“’

Mubyarto. Hasil waWanesfa e --- menyatakan bahwa
yang mengawali mﬁﬁcuﬂ]ﬁﬁm%asan Mubyarto terkait

ekonomi Pancasila adalah dari kegelisahan yang muncul atas
kondisi ke Rpél 1ngga timbul

pertanyaan terkait gg i yang digunakan di
Indonesia, apakah Joco igunakan dan sesuaikah dengan

kultur masyara:@N—Ea@lgAPancasila.

Tabel 3. Ekstrak Bahasan Ekonomi Kerakyatan Mubyarto

No Kerangka Bahasan Intisari

1. | Definisi/Hakikat Perekonomian yang berkeadilan,
berdasarkan sistem kepemilikan
individu, kolektif sesuai
Pancasila dan kultur Indonesia

2. | Asas Ekonomika Etik

“Wawancara dilakukan pada Hari Senin, 29 Mei 2017, pukul 08.00 WIB,
bertempat di Kantor PUSTEP UGM Yogyakarta

““Wawancara dilakukan pada pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2017, Jam 13.10
WIB bertempat di Kantor Dosen Doktor FE UII, Condong Catur, Yogyakarta.
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Ekonomika Humanistik
Nasionalisme Ekonomi
Demokrasi Ekonomi
Ekonomi Berkeadilan Sosial

Aktualisasi Keadilan ekonomi serta
keberpihakan pada rakyat kecil
dan merupakan perwujudan dari
sila ke-5 Pancasila dengan sifat
moralistik, demokratik, dan
mandiri.

Sistem nilai Nilai Ketuhanan
[SLACNHa,'\Kemanusiaan
%'lg’ Persatuan
Kerakyatan

ila1 Keadilan

ERSITAS

Asumsi Ontoloéi% \edpaian manusia secara utuh

Basis Pengembaiga

secara Eplstemolagg i
metodologls

rggunakan pendekatan
erdisipliner

Basi otmatif-etis  yang
secara AkSIOIOFSI_ e r' ntasi pada nilai Pancasila

i Inpress Desa
Tertinggal tahun 1993-1997, dan
mengalami  keberhasilan  di
beberapa daerah, seperti DIY,
juga kegagalan, seperti di Irian
Jaya

Tiga pikiran penting mengenai ekonomi kerakyatan
Mubyarto yang telah dijelaskan di atas, peneliti menetapkan
intisari dalam penelitian ini yang telah digambarkan pada
tabel 2 di atas. Terkait sistem ekonomi kerakyatan Mubyarto
terdapat tiga pokok yang menggambarkan sistem ini, yaitu
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Pengamalan seluruh sila-sila dari Pancasila, Sistem sesuai
dengan kultur masyarakat Indonesia dan Negara berperan
besar dalam mengatasi ketimpangan di masyarakat. Pokok-
pokok tersebut menjadi langkah awal Mubyarto dan orang-
orang yang concern dalam ekonomi kerakyatan untuk dapat
membakukan ilmu-ilmu ekonomi tentang kehidupan riil dari
masyarakat Indonesia.

Terkait etika dan moral ekonomi kerakyatan Mubyarto
juga terdapat tiga pokok, yaitu; Keberpihakan pada rakyat
miskin, Pengendalian diri dan tidak serakah terhadap alam
kebendaan dan Pengejawantahan pencapaian keadilan bagi
seluruh rakyat Indonesia. Ketiga pokok tersebut menegaskan
bahwa manusia yang rb%ld&%n pada Pancasila merupakan
manusia yang bermo él iayang beradab baik dengan
sesama dan lingkunga | ng dan juga menghindari
perilaku-perilaku enyifipang  dalam  aktivitas
ekonominya di masya >

>
Terkait implemen@%ﬁlﬂ%ﬁﬁ@bpan ekonomi kerakyatan

Mubyarto  juga terdapat tiga inti, yaitu; Pembentukan

Lembaga |_Ji| \péfirm RI|STER, S PUSTEK.
Pembentukan Prog Eemegintﬁh iaitu pembentukan Tim
Ad Hoc Kajian Ek /IDT dan pailit project di

beberapa daem |®N$ %crnm Pancasila dalam
agi rezeki di

aksi yaitu kisah ota Bangun Kalimantan
Timur. Dari implementasi atau penerapan di atas menjadi

jelas bahwa apa yang digagas Mubyarto terkait ekonomi
kerakyatan bukan hanya sebuah wacana yang tidak
diupayakan dengan maksimal. Kegigihan Mubyarto untuk
menjadikan sistem perekonomian Indonesia yang sesuai
dengan kultur masyarakatnya menghadapi rintangan yang
besar, karena sampai sejauh ini, sistem ekonomi yang
berkembang di  masyarakat masih  menampakkan
ketimpangan ekonomi.

Ketiga pokok tersebut dijabarkan dalam delapan bahasan
terkait ekonomi kerakyatan yang digagas Mubyarto. Mulai
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dari latar belakang, pengembangan ilmu dari sisi ontologis,
epistemologis, hingga aksiologis. Ekstrak bahasan tersebut
kemudian menggambarkan bahwa corak keagamaan, yang
dalam hal ini adalah agama Islam, menjadi salah satu peran
penting yang mempengaruhi pemikiran ekonomi kerakyatan
Mubyarto. Dilihat dari nilai ketuhanan yang menjadi sistem
nilai teratas yang dipilih Mubyarto dalam konsep ekonomi
kerakyatannya.

C. Pembahasan

I. Ekonomi Kerakyatan Mubyarto Perspektif Etika Ekonomi

Islam ISLAM
7
. . O, :

Peningkatan spirit uSia adalah suatu unsur penting

. : Z .
dari kesejahteraan|a anmisaha apapun yang dilakukan

NS [0 .

untuk mencapai angzbertentangan dengan ajaran
Islam akan berakl agalan*’. Pencapaian tujuan

berupa falah berkaft Le"ngan nilai-nilai yang disebut

lai eti
ni aﬁuQM|w¥a§a§|§E(ﬁ\§onomi Pancasila

menyebutkan bahﬁb@xAdMermoral adalah yang tidak
memihak isd kﬁﬂj&ﬁrn‘é&di sebuah panggilan
sosial dan H’Ql ewujudkan keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang merupakan tujuan
akhir dari Pancasila®®.

Mubyarto dalam ceramahnya terkait moral ekonomi
Pancasila menyatakan bahwa banyak ahli ekonomi Indonesia
yang menganggap bahwa sistem ekonomi Pancasila hanya

sebuah impian belaka, ditambahkan pula bahwa syarat untuk
mengembangkan sistem ekonomi Pancasila salah satunya

“"Umer Chapra, Islam dan Pembangunan Ekonomi, (Jakarta: Gema Insani
Press, 2000), hlm. 6.

‘"*Mubyarto, Teori Ekonomi dan Kemiskinan, (Yogyakarta: Aditya Media,
2004), him. 12.
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adalah bahwa ajaran-ajaran agama yang relevan dengan
kehidupan ekonomi sehari-hari harus terus menerus
ditanamkan pada setiap orang dan pelaku ekonomi baik
sebagai produsen maupun konsumen. Dari itu Mubyarto
menekankan pentingnya peranan dari para pemikir ekonomi,
serta  pemikir dan  pemimpin  keagamaan  dalam
pengembangan sistem ekonomi Pancasila.

Bangsa Indonesia yang berideologi pada Pancasila
menjadikannya sebagai nilai-nilai dasar landasan kehidupan,
yang membuatnya percaya bahwa moral kehidupan
ekonominya berlandaskan moral Pancasila. Di Indonesia juga
diakui eksistensi dan hak hidup beberapa agama besar (Pasal
29 ayat 2 UUD 1945 [milaiafifat yang dikembangkan berasal

Indonesia yang berasd i
nilai dari ajaran Islam %n
Moral Ekonomi Keraky

Pancasila sebagai Siy@ﬂ@w@bang berplatform (pilar)

oleh Mubyarto, yaitu*’:

o Mol N[V ER SITAS
Artinya pembanilg ekopomi harus beriringan dengan
pembangunan m er bangsa dan ditujukan

untuk menjamj @Nﬁ@ieﬁ makhluk ciptaan
Allah SWT, bukan hanya sekedar pembangunan materil.

b. Moral kemerataan sosial
Yaitu kehendak kuat warga masyarakat untuk
mewujudkan kemerataan sosial, tidak membiarkan
ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial terjadi
dimana-mana.

¢. Moral nasionalisme ekonomi
Bahwa dalam era globalisasi makin jelas adanya urgensi
terwujudnya perekonomian nasional yang tangguh, kuat
dan mandiri. Sesuai dengan konsep founding fathers

*“Mubyarto, Ekonomi Pancasila, (Yogyakarta: BPFE UGM, 1981).
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(Soekarno dan Hatta) politik-ekonomi berdikari, yang
bersendikan usaha mandiri (self-help), percaya diri (self-
reliance) dan pilihan politik luar negeri yang bebas aktif.

. Moral kerakyatan

Bahwa seharusnya koperasi dan usaha-usaha kooperatif
menjiwai perilaku ekonomi perorangan dan masyarakat.
Sementara kenyataan di lapangan, upaya penegakan
demokrasi ekonomi dihadapkan dengan upaya-upaya
untuk memperjuangkan pasar bebas, yang menjadi senjata
penganut liberalism dan kapitalisme. Contoh: privatisasi
BUMN dan Liberalisasi impor.

. Moral keadilan sosia

Keseimbangan tyarlxsgl‘ﬁz'f?me is, efisien dan adil antara
perencanaan DLS/J)O : gagl desentralisasi ekonomi dan
otonomi yang lgasiBebas/dan bertanggung jawab menuju
perwujudan keadilan ii
Poin moral yang’bersumtber‘dari pilar ekonomi kerakyatan

Mubyarto di Jh&éﬂf&ﬁkkan keseriusan Mubyarto

dalam menanggapi masalah ekonomi yang berkaitan

den @ MMER& I Em&pakan pedoman
moral bagi s indakan ymanusia dan menjadi sumber
pemikiran baﬁmuan itu’’. Dalam hal ini
agama rN@@NﬁslsAah kekuatan supra

natural yang mengatur.

Prinsip-prinsip yang terkandung dalam etika ekonomi
Islam bila dihubungkan dengan muatan ekonomi Pancasila
yang digagas Mubyarto memiliki beberapa kesamaan dan

perbedaan, yaitu antara lain:

a. Semangat ekonomi Pancasila yang tertuang dalam sila-
sila Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
berdasarkan nilai-nilai moral dalam Islam. Sehingga
unsur kesatuan (tauhid) menjadi bagian yang tak
terpisahkan, seperti yang bisa dilihat dalam sila

50

Mubyarto, Ekonomi Pancasila, (Y ogyakarta: BPFE UGM, 1981), Him. 7.
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pertama dari Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha
Esa.

b. Sedangkan sila kedua yaitu Kemanusiaan yang
beradab, Sila ketiga yaitu persatuan Indonesia, Sila
keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah
kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
merupakan sila yang mengandung prinsip kebenaran,
kehendak bebas, kemanfaatan, kebolehan dan
pertanggung jawaban dalam setiap pointnya.

c. Sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia sesuai dengan prinsip etika Islam
yaitu keadilan.

d. Prinsip dari etj
eksplisit terdap
adalah keharam

Ekonomika etik

landasan moral dalats m |teori untuk menjelaskan

tingkah laku indi"“ ! J%’@ ok, perusahaan, unit
pemerintah dan negara dalam mencapai tujuan. Karena

persoalan UN*\VER)S(FTF Aegatan manusia
untuk manusia (m alat), maka harus mempunyai ciri
universalitas. Sehli:g nya berbagai bentuk
landasan m N ti dalam forum
internasional ~dapat™ menjadi pe man Sebagai contoh
kesepakatan-kesepakatan dalam World Conference on
Development dan komitmen pemenuhan fundamental human

slam yang tidak secara
atan ekonomi Pancasila

ya harus mengajarkan

right.

Pembahasan terkait ekonomi Pancasila yang digagas
Mubyarto dari perspektif ekonomi Islam mengarah pada
sejauhmana kesesuaian konsep ekonomi dari Mubyarto
dengan konsep Islam. Dilihat dari sejarah pembentukan
Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang dicetuskan
oleh Mohammad Hatta, terlihat jelas bahwa ajaran Islam
menjadi landasan dalam merumuskannya. Sehingga nilai-
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nilai dari ajaran Islam termasuk dalam gagasan ekonomi
Pancasila.

Sesuai dengan bahasan dalam ekstrak ekonomi
kerakyatan yang telah dijelaskan sebelumnya, keadilan sosial
menjadi tujuan digagasnya ekonomi kerakyatan yang juga
sesuai dengan sila ke lima dari Pancasila, walaupun begitu
sila-sila  Pancasila yang lainnya tidak menjadi bagian
terpisah, akan tetapi saling berhubungan hingga terwujudnya
sebuah keadilan sosial, yang terdapat dalam table ekstrak
poin aktualisasi dan pengembangan aksiologis. Sama halnya
dalam etika ekonomi [slam yang salah satu prinsipnya
adalah terbentuknya an, maka ekonomi kerakyatan
yang digagas Mu
kesamaan dalam hg

goarf%"éf‘enga% ekonomi Islam mempunyai

dengan pemlklra %9 isekonén inya yang disebut dengan

Jﬂ@}l bahwa kesejahteraan yang
disebut dengan maslahah dari suatu masyarakat tergantung

pada pUN’IW‘ER‘@*‘M Sujuan dasar, yaitu
agama (ad- Dm) ﬂshi akal (Al-aql), keturunan

(An-Nasl) dan h azall memandang bahwa
pertumbuhziN@@NEg n dari tugas-tugas
kewajiban sosial yang sifatnya fardhu kifayah yang sudah
ditetapkan Allah. Artinya jika tidak terpenuhi, maka
kehidupan dunia akan runtuh dan kemanusiaan akan binasa.
Gazali menegaskan bahwa aktivitas ekonomi harus dilakukan
secara efisien karena merupakan bagian dari pemenuhan
tugas keagamaan seseorang’”.

Berdasarkan pendapat Gazali tersebut gagasan ekonomi
kerakyatan dari perspektif etika ekonomi Islam terdapat
kesamaan pikiran dari ketiganya bahwa aktivitas sosial

*'Gazali, Ihya' ‘Ulum Ad-Din Al Mustasfa’ fi ‘llmi Al-Usul, Juz 2, (Beirut: Daar
al-Figr, 1980).
*Gazali, Mizan al-'Amal, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1989).
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seperti ekonomi harus dilakukan dengan sebaik-baiknya,
tanpa melebihkan suatu golongan ekonomi tertentu, yang
terpenting adalah pemenuhan kebutuhan hidup yang
terpenuhi dengan baik, selain itu juga terkait penerapan
dalam ekonomi Islam dan ekonomi kerakyatan Mubyarto
yang tidak mungkin diterapkan dari teks ke konteks,
melainkan harus sesuai dengan kultur masyarakat, yang
membuat ekonomi Islam dan ekonomi kerakyatan Mubyarto
mempunyai kesamaan pemikiran.

Pendapat ini dibenarkan oleh Pak Putut™, selaku anggota
lembaga PUSTEP UGM yang menyatakan bahwa dalam
batang tubuh Undang-unda ?

kesamaannya adala
mendudukkan harta

segelintir orang yangf\ig ! astlan tinggi di Indonesia.
Terutama melihat seJarah ke sila pulan dagang
Islam di l ﬁﬁg i;Alg atau Sarekat
Dagang Islam meIPSI_OAM yang perlu diulang

kembali di masa ini.
Wawanca@NESll«Auandi Hamid**
menyatakan bahwa bila ekonomi Pancasila dipandang dari
sudut etika ekonomi Islam, jelas bahwa setiap point gagasan
dari ekonomi Pancasila bersumber dari sila-sila Pancasila
yang dicetuskan oleh Mohammad Hatta. Dari sila ketuhanan,
sila kemanusiaan, sila demokrasi/kerakyatan dan terakhir sila
keadilan menunjukkan bahwa moral dan etika ekonomi
Pancasila tidak ada yang menyimpang dari etika ekonomi
Islam. Karena nilai-nilai dalam gagasan Mubyarto ingin

“*Wawancara dilakukan pada Hari Senin, 29 Mei 2017, pukul 08.00 WIB,
bertempat di Kantor PUSTEP UGM Y ogyakarta.
**Wawancara dilakukan pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2017, Jam 13.10 WIB
bertempat di Kantor Dosen Doktor FE UII, Condong Catur, Yogyakarta.
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menjauhkan diri dari adanya ketimpangan, adanya ketidak
adilan, dan berbagai perilaku amoral lainnya dalam
melakukan aktivitas ekonomi. Itu sama halnya dengan tujuan
dari etika ekonomi Islam yang sangat menolak adanya sifat
keserakahan akan harta.

. Kontribusi Pemikiran Ekonomi Kerakyatan Mubyarto
terhadap Pembangunan Keadilan Ekonomi Daerah Di
Indonesia

Mubyarto berpendapat bahwa dengan cita-cita ideal
bangsa Indonesia dalam demokrasi ekonomi yang terdapat di

3 Ufhff%s

penjelasan Pasal

pimpinan  atau o ang gota-anggota masyarakat.
Kemakmuran as tlaﬂ vang  diutamakan, bukan
kemakmuran  onahg-se0 Sebab itu perekonomian

disusun sebaga/‘jﬁ%@ﬂ’@}ama berdasar atas asas

kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu

lah kepptl \V ER SITAS

Selain Pas penegas ilakukan dalam TAP MPR
No. XVI/ I9981§MM‘gknt mengupayakan untuk
melibatkaiN@rSlWarakat dalam proses
produksi dan penikmatan hasil produksi tersebut, yaitu dalam
peranan faktor produksi tanah, modal, dan tenaga kerja. Dari
situlah, maka tugas kita sebagai warga Negara Indonesia
untuk mewujudkan asas kerakyatan dalam pelaksanaan
program pemerintah di daerah-daerah seluruh penjuru
Indonesia tanpa terkecuali. Tentu saja asas desentralisasi
harus melengkapi asas kerakyatan agar ekonomi rakyat di
daerah-daerah benar-benar memperoleh peluang untuk
berkembang.

Saat itu sekitar tahun 1997, ketika ketahanan ekonomi
rakyat masih lemah, terkhusus dalam menghadapi proses
pembangunan menuju ke modernisasi dan industrialisasi,
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para pelaku ekonomi rakyat harus berusaha mengembangkan
jaringan lembaga-lembaga pengaman sosial secara bersama-
sama, baik dalam bentuk arisan-arisan, atau koperasi simpan
pinjam (kospin). Bank-bank plecit di pasar-pasar rakyat
merupakan jalan keluar bagi permodalan ekonomi rakyat.
Program seperti IDT, Takesra/Kukesra, atau P4K dalam
bidang pertanian, terbukti membantu masyarakat daerah
dalam pemenuhan kebutuhan terkait perkreditan kecil.
Pemberdayaan untuk ekonomi rakyat merupakan
kebijakan dan program yang telah lama dikembangkan
pemerintah guna membantu ekonomi rakyat sebagai kegiatan
produksi, bukan kegiatan konsumsi. Bertujuan jelas untuk
pemenuhan kebutuhdt, petrfiddalany/perkreditan kecil yang
mudah dan murah ta j qik, seperti halnya Perum
Gadai.
Mubyarto mengga IDT (Impres Desa
Tertinggal) sebagai upaya kengkrit pemberdayaan ekonomi

rakyat berupa bantu%%ﬁﬂ]@}a kelompok masyarakat

(pokmas) disertai pendampingan. Program IDT merupakan

salah satu @NI:W@RSS uehah IfRges No. 5/1993
untuk menerapkan jt i pembapgunan yang berkelanjutan,
karena hanya di aw lgLe ng merupakan program

pemerintah. EIWNESTﬁEengan baik oleh
masyarakat/pendudu miskin, maka selanjutnya
diselenggarakan sepenuhnya oleh masyarakat sendiri dan

berhasil atau tidaknya dan bermanfaat atau tidaknya
merupakan gerakan masyarakat dan menjadi tanggung jawab

masyarakat itu sendiri.

Program IDT yang dicanangkan oleh Mubyarto ini
berhasil dilakukan sesuai konsep/filsafat dasarnya adalah di
daerah Yogyakarta dan Bali, keberhasilan tersebut salah satu
pendukung terbesarnya adalah karena adanya pengaruh
lembaga-lembaga adat yang kuat dan mapan. Dan mengalami
kegagalan di daerah Kalimantan Barat, Maluku dan Irian
Jaya, yang salah satu faktornya karena Kkesulitan dan
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kelambanan penduduk miskin dalam memahami dan
melaksanakan program IDT tersebut. . Peningkatan program
IDT harus direvitalisasi karena di banyak daerah masih
berjalan dan modalnya bergulir dengan baik>.

Program IDT ini berjalan selama kurang lebih 4 tahun,
dari tahun 1993-1997, sebelum terjadinya krisis moneter dan
berhenti total setelah terjadinya krisis moneter. Selain
program IDT yang bukan merupakan kerja individu dari
Mubyarto, melainkan kerja tim dengan lembaga pemerintah
dan ekonom Indonsia yang concern pada masalah ekonomi
kerakyatan, mubyarto dan teman-temannya menjalankan
program economy research di beberapa daerah di Indonesia
i L?%:Lnﬁ%'r‘ﬂﬂai | daerah setempat. Kegiatan

»

dengan bantuan d
penelitian  tersebin
gagasan ekonomi |

pindikudtkan dengan pernyataan dari
anggota lembaga P iPJ(JIGM ™ yang menyatakan bahwa
program IDT ([mpres Desa Tertinggal) menjadi bentuk

kongkrWlMER@ﬁA@a yang digagas
Mubyarto dan d'g nakan bersama dengan tim nya pada
saat itu dan cl th!A ri¥ pemerintah. Akan tetapi
keberhasila Egls mya temporal, apalagi
secara sistemik ekonomi Indonesia masih menggunakan

ekonomi pasar.

Kemudian Prof Edy’” juga menyatakan bahwa ekonomi
Pancasila masih jauh dikatakan berhasil, karena sifatnya yang
masih harus terus berkembang, untuk menyesuaikan konsep
ckonomi Pancasila dengan kondisi alami masyarakat

*Mubyarto, Kembali ke Ekonomi Pancasila, (Yogyakarta: Aditya Media,
1998), him. 75.
**Wawancara dilakukan pada Hari Senin, 29 Mei 2017, pukul 08.00 WIB,
benempat di Kantor PUSTEP UGM Yogyakarta.

’ Wawancara dilakukan pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2017, Jam 13.10 WIB
bertempat di Kantor Dosen Doktor FE UII, Condong Catur, Yogyakarta.
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Indonesia saat beraktivitas dalam hal ekonomi dan juga
dalam pengajaran pendidikan ekonomi di seluruh lembaga
pendidikan fomal di Indonesia. Maka dari itu perlu upaya-
upaya yang konsisten dilakukan agar sistem ekonomi
Indonesia ini sesuai dengan ideologi bangsa dan juga sesuai
dengan kondisi masyarakatnya. Seperti yang diusahakan
Mubyarto dan kawan-kawannya sampai sebelum Mubyarto
meninggal tahun 2005 lewat pailit project di beberapa
daerah di Indonesia, seperti di derah Kutai Barat.
Pemberdayaan untuk ekonomi rakyat harus dilaksanakan
bersinergi antara pemerintah dengan lembaga-lembaga

swadaya masyarakat dan dunia perbankan.

dan wnlayahnya la’,s sehii otomatis mempunyai

perekonomian yang %ﬁ@gﬂj@] baik dalam ciri-cirinya

maupun dalam penampilannya.

Di zaman @N‘WE%‘&IH PerekGnomian antara
Jawa dan luar Jawa. 1n|!a| geglpunyal penduduk yang
padat dan sarana pllagjna- dan sosial yang relatif
berkembang m E$ bagal tanah-tanah
kosong, hutan belantara, wilayah yang terisolasi yang
menunggu bantuan modal untuk mengembangkannya.
Setelah kemerdekaan, Jawa menjadi pusat Negara dan
pusat pemerintahan yang dalam hal ekonomi dan sosial
berkembang lebih cepat lagi, termasuk bidang pendidikan,
perdagangan dan industri, sehingga mengakibatkan
ketimpangan pembangunan antara Jawa dan luar Jawa.
Gambaran perkembangan perckonomian daerah yang
bermacam-macam dan timbul ketimpangan ini yang menjadi

salah satu masalah perekonomian nasional dalam perjalanan
panjang menuju keadilan ekonomi daerah di Indonesia.
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Sehingga pemecahan masalahnya memerlukan kebijakan
yang didasarkan pada studi-studi serius dan mendalam.

Keadilan ekonomi bila tercipta akan lebih memperpendek
jalan Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat, dan
kesejahteraan ini menjadi tugas pokok dari pemerintah.
Seperti halnya dalam Islam, terdapat kaidah figh yang
menyatakan tentang tugas pokok Negara/pemerintahan dalam
Islam, yaitu:

Tasarruf al-imam ala ar-ra’iyyat manutun bi al-maslahah’®,
atau

arti yaitu:
“Kebijakan  seo an
bergantung pada

' ) @}:but dapat dipahami bahwa
tugas pokok Negara atau pemerintahan dalam Islam adalah

untuk @NWERI@I&FA){& Maka dari itu

pemerintah yaniﬁﬁ: a egara Indonesia ini harus
mampu  meng pada  pencapaian

kesejahteraiN@qu@f  Malam kaidah Islam di
atas, dengan bersinergi dengan pihak-pihak terkait, termasuk
masyarakat di seluruh Indonesia.

Kehidupan manusia tidak akan damai bila hanya
mengurusi kebutuhan materi saja yang bisa tepenuhi. Ada
kebutuhan spiritual yang bagi masyarakat Indonesia sama
pentingnya dengan kebutuhan materi. Itu mengapa GBHN
(Garis  Besar Haluan Negara) menyebutkan bahwa

*Jalaluddin as-Suyuti, al-asybah wa an-Nazair fi al-Furu’, (Beirut: Daar al-
Fikr, tanpa tahun), him. 83, Ibn Nujaim, al-Asybah wa an-Nazair Ala Mazahib
Abl Hanifah, an-Nu’man, (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiah, 1993), him. 123 .

**Ahmad ibn Muhammad az- Zarqa, Syarh al-Qawa’id al-Fighiyah, (Damaskus:
Daar al-Qalam, 1989), him. 309.
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pembangunan Indonesia adalah pembangunan manusia
Indonesia seutuhnya, yang memperoleh keseimbangan antara
kebutuhan materiil dan spiritualnya, walaupun hanya
kebutuhan materiilnya saja yang bisa diukur secara
kuantitatif.

Hal ini sesuai dengan tujuan pembentukan pembentukan
pemerintah Negara Indonesia dalam pembukaan UUD 1945
yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan
kehidupan bangsa. Sementara itu, ideology Pancasila yang
tercantum dalam bagian akhir pembukaan UUD 1945 yang
merupakan dasar penyelenggaraan Negara Indonesia dengan
tujuan akhirnya ya wpat—~dalam sila kelima, yaitu
mewujudkan  suatu | Readila al bagi seluruh rakyat

5

Indonesia. Sedanng sial sendiri menyangkut

keadaan perasaan bn, rg§d tentram dan rasa aman

karena seluruh anggéta masyarakKdt mematuhi aturan main
: =) >

yang sesuai dengan—etika am hubungan-hubungan
in

ekonomi. DG JJJ

Akhirn di nggf)c k pada saat ini bagi
sistem ek&:fﬂ[i\vg&l s A mi pasar, akan
tetapi harus bisalsyéiﬂrmmagai ciri negatifnya.
an

Ditinjau dari segi etika moral, sistem ekonomi Indonesia

yang berdasalNB@NEr&jlaArinsip dasar yang

diterima terlebih dahulu. Bila prinsip dasar sudah diterima,

maka para ahli ilmu sosial, terutama ahli ekonominya harus
mampu mengembangkan teori atau model operasional yang
bisa menjadi pedoman kebijakan. Seluruh kegiatan manusia
Pancasila harus utuh yaitu menggabungkan berbagai macam
motivasi yaitu, motivasi ekonomi, sosial, dan moral, dan cita-
cita mewujudkan keadilan sosial dan khususnya keadilan
ekonomi dapat tercapai di Negara Indonesia.
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D. Preskripsi dan Refleksi Kritis

Ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasar pada etika
atau ekonomi etik, dalam penerapannya tidak mungkin langsung
dari teks ke konteks, akan tetapi harus disesuaikan dengan kultur
masyarakat yang ada dalam wilayah tersebut. Maka dari itu
pengembangan ekonomi Islam di Indonesia patut belajar dari
cara berfikir Mubyarto dalam menggagas ekonomi kerakyatan,
termasuk menyesuaikan kultur masyarakat Indonesia dan
mewujudkan ekonomi yang berkeadilan. Sehingga masalah
etika, moral, dan kultur masyarakat menjadi bahan

pertimbangan penting_dala engembangan ekonomi Islam,
khususnya di lndone

Konsep ekono i:k aryang digagas oleh Mubyarto
pada masanya me danjpak dalam pengembangan

kritis terhadap ekonom yang dngunakan di ranah

pendidikan dan pré‘ﬁt&ﬂ]@ﬁﬂ@h menjadi tambahan daftar

ketidaksesuaian sistem ekonomi neoklasik tersebut bila

diterapkauM\g!iE’R gll Tﬁ&un ekonomi yang
berdasarkan Panca J’% aupgkan kembali, seperti juga
yang dikatakan Pr EI'SL%H m wawancara, bahwa akan
terus dlperquWMi yang sesuai dengan
ideologi Negara Indonesia dan sesuai dengan kultur
masyarakatnya yang majemuk dan tersebar di seluruh penjuru
Indonesia. Jelas bahwa pegiat ekonomi kerakyatan yang digagas
oleh Mubyarto berusaha mencari jalan dan peluang agar nilai-
nilai  yang terkandung dalam  ekonomi  kerakyatan
terejawantahkan dalam setiap rancangan ekonomi Indonesia dan
juga dalam setiap aktivitas ekonomi di Indonesia.

Ekonomi Islam yang sedang berkembang di Indonesia ini
tentu tidak lepas dari melihat kenyataan atau realitas yang terjadi
antara orang miskin dan orang kaya yang semakin merajalela di
Indonesia, ditambah lagi dengan pasar bebas yang sudah mulai
masuk ke wilayah Indonesia. Sebagai sistem ekonomi alternatif,
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ekonomi Islam di Indonesia menjadi pilihan yang baik dan
mampu bersaing, walaupun masih diperlukan sumber daya
manusia yang mempunyai kompetensi tinggi di bidang ekonomi
Islam untuk mengembangkan produk di lembaga keuangan yang
sesuai dengan prinsip syari’ah dan juga lulusan dari perguruan
tinggi yang kompatibel dan menguasai ilmu ekonomi Islam.
Termasuk dalam  sejarah  perkembangan  ekonomi
kerakyatan yang digagas Mubyarto dan juga implementasinya,
ekonomi alternatif harus mampu bersaing dengan sistem
ekonomi yang sedang berlaku di Indonesia, dan harus mampu
mengurai kesenjangan ekonomi yang terjadi di berbagai daerah
di Indonesia. Terutama perlunya membangun kerjasama yang
baik dengan pemerintaﬁ;nls 4nly' sedang memimpin negara
ilai & |ekonomi alternatif bisa
rintah. Contohnya dalam
an pilot project oleh para

Indnesia, sehingga nildi-
dimasukkan ke dalam ki
penerapan program IDT z

pegiat ekonomi kerakyata nierupakan hasil kerjasama

dengan  pemerintahan Aﬁﬁ%ﬁﬂ@ﬁlt Walaupun  dalam

pelaksanaannya, program IDT harus terhenti karena Indonesia

mengatami KBt = R S| TA S

Gagasan inti y ermuat dari ekonomi kerakyatan
Mubyarto ini jelas LyAMilai yang sama dalam
ekonomi lslam § satu cara dalam
membumikan ekonom NlE onesia. Dan diharapkan
ekonomi Islam dapat berkembang sesuai dengan prinsip
syari’ah dan tercapai keadilan ekonomi seluruh masyarakat di
Indonesia. Termasuk didalamnya penerapan seluruh sila
Pancasila yang dimasukkan di setiap konsep dan

pelaksanaannya menjadi bagian dari perwujudan nilai inti
ekonomi kerakyatan yang digagas oleh Mubyarto.
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BABYV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya yang

telah diuraikan secara keseluruhan, maka dapat ditarik
kesimpulan sebagai berikut:

1.

Esensi ekonomi kerakyatan yang digagas oleh Mubyarto
adalah ekonomi yang berkeadilan dan diinspirasi sebagai
ekonomi etik. Dengan_si

al dan etika tersebut gagasan

ekonomi kerakyata Mﬁbya‘a"r{\o% suai dengan etika ekonomi
Islam. § (o)

Kontribusi kongkri ét ii%n ekonomi Mubyarto dalam
pembangunan kead l%n ¢ idacrah di Indonesia ini terdiri
dari:

a. Kontribusi Aka@ﬂﬂk‘ﬂ]@}

Pengembangan ekonomi di Indonesia harus berkeadilan

dan |dildnddskofi FdehednSelikh MtanSedental di - setiap
pikiran-pikira eko oWonesia.

Kontribusi PrlgLA

Lembagzi N@ @N E@sl Aerkait  pengembangan
ekonomi kerakyatan, seperti PUSTEP (Pusat Studi
Ekonomi Kerakyatan) UGM terus mengupayakan adanya
elaborasi nilai-nilai dalam gagasan ekonomi kerakyatan
dengan lembaga keuangan yang ada di Indonesia, seperti
lembaga keuangan syariah, dan lainnya untuk bisa
bersinergi dalam membangun keadilan dalam aktivitas
ekonomi daerah di Indonesia. Setiap upaya praksis yang
dilakukan dengan sistem ckonomi apapun, bila
disesuaikan dengan kultur masyarakatnya dan juga tidak
meninggalkan semangat keagamaan maka akan menuai
keberhasilan.
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B. Rekomendasi

Setelah penulis melakukan kajian terhadap pemikiran
Mubyarto mengenai konsep ekonomi Pancasila dan kontribusi
pemikirannya, maka menurut penulis ada beberapa hal yang
perlu ditindak lanjuti, diantaranya:

Pertama, penelitian ini menuntut adanya penelitian lanjutan
yang lebih mendalam untuk melakukan pengembangan terkait
ekonomi Islam yang mendialogkan atau mempertautkannya
dengan sistem ekonomi yang sedang berjalan atau berkembang,
seperti di Indonesia. Saran ini didasarkan pada asumsi dasar

bahwa dengan landasan mal yang hanya terdapat

beberapa perbedaan sud
kerakyatan memiliki pe} fz
acuan bagi sebuah per%mo Adonesia yang berdasarkan
etika dan moral.

Kedua, konsep keadll&nwmmmngunan ekonomi masih

banyak menyimpan_hal-hal p u dikaji lebih jauh sebagai
upaya reinterLfN‘ltl érl eA gan masa Kini
dan mendatang. Oleh Ig a IIA( il penelitian yang penulis
lakukan ini masih terbuka untuk dikaji ulang dan dikembangkan

dengan memakalMMvNEtslAur yang berbeda,

seperti membahas konsep-konsep keadilan secara mandalam dan
lainnya.
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l.

Hasil Wawancara PUSTEP UGM Yogyakarta

Apakah sesuai pernyataan dalam tesis ini yang menyatakan
bahwa faktor yang mendorong munculnya gagasan ekonomi
kerakyatan oleh Mubyarto yang paling kuat adalah dari
dorongan internal?

Jawaban: Benar bahwa pendorong munculnya gagasan

ekonomi kerakyatan oleh Mubyarto karena kegelisahan

mencoba. mengealt or Tan yaitu peran masyarakat

sehingd) DLV IRIR SEE AR mengandalkan

mekanisme pasal O L= A M
INDONESIA

Apakah sesuai pernyataan dalam tesis ini yang menyatakan
bahwa ekonomi kerakyatan Mubyarto adalah yang
berkeadilan dan mengedepankan moral ketuhanan?

Jawaban: Poin penting dalam gagasan ekonomi kerakyatan
Mubyarto adalah proses mendudukkan masyarakat dalam

posisinya (baik peran swasta, Negara dan masyarakat) terkait



modal dalam ekonomi, sehingga tercipta keadilan dalam

melakukan aktivitas ekonomi.

Apakah sesuai pernyataan dalam tesis ini yang menyatakan
bahwa ekonomi kerakyatan Mubyarto mempunyai kesamaan
dengan ekonomi Islam?

Jawaban: Nilai-nilai dalam ekonomi kerakyatan diambil dari

|
isi Pancasila dan UUD ?bfg\/\d ana dalam batang tubuh

§
0

UUD 1945 dan Pa
yang mendudukkan §Egalaf jdsuatd [tidak dalam keserakahan
melainkan dalam KeSOMAL biakgs ekonomi kerakystan
mempunyhi ) A IN4iErahe Ssadndkaf\ EEngan nilai dari
ekonomi Islam. S LatudPd ANdleh melinat keberhasilan
sejarah di 114oNord GAINEeomoHiDam yang mampu

membuat  perkumpulan pedagang-pedagang Islam di
Indonesia yang dinamakan Sarekat Islam atau Sarekat
Dagang Islam yang menjadikan Mubyarto memperjuangkan

ekonomi kerakyatannya.



4. Apakah sesuai pernyataan dalam tesis ini yang menyatakan
bahwa nilai-nilai dari ekonomi kerakyatan Mubyarto mampu
membangun keadilan ekonomi daerah di Indonesia dengan
mengoptimalkan fungsi Negara?

Jawaban: Pembangunan keadilan ekonomi daerah di
Indonesia masih memerlukan usaha yang serius dan waktu
yang panjang, karena menurut Mubyarto pembangunan

ekonomi yang se

manusia mempun
dan berkelanjutan

ke arah yang lebif b

kerakyataj NWERW &4lam mendorong
adanya organisl&l@rﬂM masyarakat. Sehingga

pentingnyalNM&&Awasta dan Negara

menjadi keberhasilan dari pemikiran ekonomi kerakyatan
Mubyarto. Sampai sekarang PUSTEP UGM sebagai lembaga
yang fokus terhadap gagasan ekonomi kerakyatan Mubyarto
terus berupaya mengkaji dan mengembangkan isu ekonomi
yang ada dengan nilai ekonomi kerakyatan. Lembaga

keuangan yang berlabel Islam pun diajak bekerja sama untuk



menyadari pentingnya pembangunan ekonomi yang tidak
sekedar dalam rangka membantu, tetapi dijadikan sistem
yang lebih menyeluruh, salah satunya yang telah dilakukan
PUSTEP adalah mengajak kerjasama dengan asosiasi BMT
dan lembaga zakat yang ada di Jetis terkait pemanfaatan dana
zakat. Sehingga peran ekonomi Islam di masyarakat dapat

mewujudkan keadilan dan sesuai dengan prinsip Islam itu

sendiri.
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Hasil Wawancara Prof B andi Hamid

S
Apakah SWME Raﬁ‘e‘sl?Aﬁg menyatakan

bahwa faktor yang lSl.nmé\rMulnya gagasan ekonomi
kerakyatan ol“@v@“&%é\ kuat adalah dari

dorongan internal?

Jawaban: Memang benar dorongan internal menjadi faktor
pendorong dalam pemikiran Mubyarto, terutama melihat
sistem ekonomi yang timpang dan para pemikir ekonomi
yang bergerak dalam bidang pendidikan yang masih berkiblat

pada ekonomi neoklasik, sehingga pemikiran terkait sistem



ekonomi dalam pembangunan ekonomi belum benar-benar

disesuaikan dengan kultur masyarakat Indonesia.

Apakah sesuai pernyataan dalam tesis ini yang menyatakan
bahwa ekonomi kerakyatan Mubyarto adalah yang
berkeadilan dan mengedepankan moral ketuhanan?

Jawaban: Masih mengupayakan penerapan model ekonomi

ekonomi yang be@@éﬁMJﬁ@ﬁ dalam tahap pemikiran dari

ekonot‘i) N‘PWE Rls'laelhAug pengembangan-
pengembangan rswtﬁMalam sistem ekonomi.
INDONESIA

Apakah sesuai pernyataan dalam tesis ini yang menyatakan
bahwa ekonomi kerakyatan Mubyarto mempunyai kesamaan
dengan ekonomi Islam?

Jawaban: Mubyarto dalam salah satu tulisannya

mengungkapkan terkait nilai-nilai ekonomi Islam yang pada



dasarnya terdapat juga dalam nilai ekonomi kerakyatan yang

digagas Mubyarto.

Apakah sesuai pernyataan dalam tesis ini yang menyatakan
bahwa nilai-nilai dari ekonomi kerakyatan Mubyarto mampu

membangun keadilan ekonomi daerah di Indonesia dengan

mengoptimalkan fungsi Negara?

asih ekonomi kapitalis,

t/ panjang, dengan sistem

ekonomi pLéMMEﬁR s(lﬂq?lﬁl@l saat ini.
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